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ABSTRAK 

Penguasaan atas sumber daya alam atau BUMN oleh perusahaan-
perusahaan swasta asing telah membuat rakyat kehilangan haknya. Pemanfaatan 
sumber daya alam seperti minyak bumi, air dan sebagainya yang menguasai hajat 
hidup orang banyak telah beralih ke sebagian kecil orang-orang baik pemilik 
perusahaan besar maupun para pejabat yang berkolaborasi dengan pengusaha 
tersebut. Tak heran jika beberapa dari kalangan menghendaki negara lebih 
berperan dalam usaha untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cara 
menasionalisasi perusahaan-perusahaan negara tersebut. 

Korporatokrasi adalah hasil perkawinan antara pengusaha dan penguasa. 
Mereka saling ketergantungan satu sama lain karena memiliki motif yang sama 
dalam rangka menguasai sumber-sumber pendapatan negara yang semestinya 
dimanfaatkan rakyat akan tetapi digunakan untuk mereka sendiri. 

 Penelitian ini adalah penelitian library research yang berusaha menelusuri 
praktek korporatokrasi di Dunia Islam juga di Indonesia. Di Dunia Islam, 
korporatokrasi telah ada sejak sebelum Islam datang. Meski mungkin tidak seperti 
perusahaan-perusahaan di era modern seperti sekarang, namun keberadaan para 
saudagar pada masa itu dalam perpolitikan tanah Arab termasuk yang menjadi 
pejabat paling tidak menunjukkan bahwa sudah ada perkawinan antara pengusaha 
dan penguasa. 

 Di Indonesia sendiri, praktek korporatokrasi telah ada sejak era VOC. 
Perusahaan Belanda tersebut bukan hanya mengeruk sumber daya alam 
Nusantara, tapi juga mengendalikan pemerintahan tentu untuk memuluskan 
langkah penguasaan atas ekonomi. Bahkan setelah beberapa era seperti Orde 
lama, Orde baru bahkan era reformasi, Indonesia masih saja dikuasai oleh 
korporatokrasi. Bukti terbaru adalah diserahkannya Blok Cepu oleh Pemerintah 
kepada ExxonMobile dan bukan kepada Pertamina. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 
pedoman trasliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. 
Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba’ B be ب

 ta’ T te ت

 sa’ Sׂ es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ha’ h ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ kh ka dan ha خ

 dal d de د

  zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

s ص ad s  es (dengan titik di bawah) 

 dad d de (dengan titik di bawah) ض

t ط a’ t  te (dengan titik di bawah) 

z ظ a’ z  zet (dengan titik di bawah) 

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 - gain g غ

 - fa‘ f ف

 - qaf q ق

 - kaf k ك

vii 

 



 

 

 - lam l ل

 - mim m م

 - nun n ن

 - wawu w و

 - ha’ h ه

 hamzah ’ apostrof ء

 - ya’ y ي

 
1. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 Muta‘aqqidain متعقدين

 Iddah‘ عدة

2. Ta' Marbūt ah diakhir kata 
a. Bila mati ditulis 
 Hibah  هبة

 Jizyah  جزية
b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis  
 Ni‘matullāh نعمة االله

 Zakātul-fitri زآاة الفطر

3. Vokal Tunggal 
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

----َ-- Fathah a A 

----ِ-- Kasrah i I 

----ُ-- Dammah u U 

 

 

4. Vokal Panjang 
a. Fathah dan alif ditulis ā 
 Jāhiliyyah  جاهلية

b. Fathah dan ya mati ditulis ā 
 Yas‘ā  يسعى

c. Kasrah dan ya mati ditulis i> 
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دمجي   Maji>d 
d. Dammah dan wawu mati ditulis ū 
 Furūd فروض

5. Vokal-vokal Rangkap 

a. Fathah dan ya mati ditulis ai 
 Bainakum  بينكم

b. Fathah dan wawu mati ditulis au 
 Qaul  قول

6. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 
apostrof 
 A’antum  أأنتم

 La’in Syakartum لإن شكرتم

7. Kata sandang alif dan lam 
a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
 Al-Qur’ān  القران

 Al-Qiyās  القياس
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al. 
 ’As-samā  السماء

 Asy-syams  الشمس

8.  Huruf Besar 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku 
dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 
awal kata sandang. 

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 

 Żawi al-furūd             ذوى الفروض

 Ahl as-sunnah                اهل السنة
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 KATA PENGANTAR  

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرورانفسنا ومن سيئات 
ه والسلام على رسول االله وعلى اله و صحبه ومن دعا بدعوت اعمالنا والصلاة

 واهتدى بهداه

Segaja puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan 
Rahmad, Taufiq, dan Hidayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan 
dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Korporatokrasi Perspektif 
Politik Islam ” skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang ilmu Hukum Islam dan Politik 
Islam pada fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. 

Penyusun menyadari dengan sepernuh hati, bahwa dalam penelitian skripsi 
kali ini banyak terdapat kekurangan-kekurangan penyusun, hal tersebut 
dikarenakan atas keterbatasan penyusun selaku manusia. Oleh karena itu dengan 
segala ketulusan dan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran-saran 
yang membangun demi perbaikan dan kemajuan pada penelitian-penelitian  
selanjutnya. 

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu saja bukan merupakan hasil usaha 
penyusun secara mandiri melainkan banyak bantuan dari para pihak, baik berupa 
motivasi, bantuan pemikiran, maupun spiritual. Oleh karena itu, dengan segala 
kerendahan hati, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada :  

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D selaku dekan Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak M. Nur. M.Ag selaku ketua jurusan  Jinayah Siyasah  
3. Bapak Subaidi, S.Ag, M.Si selaku sekretaris jurusan Jinayah Siyasah 
4. Bapak Drs. Abd. Majid AS selaku penasehat akademik  
5. Bapak DR.Ahmad Yani Anshori, selaku pembimbing satu  
6. Bapak Drs.Makhrus Munajat, M.Hum, selaku pembimbing dua 
7. Kepada seluruh Ibu dan Bapak dosen dan karyawan Jinayah Siyasah 
8. Kepada kedua orang tuaku dan seluruh keluarga besar, terima kasih 
9. kepada seluruh sahabatku JS 2006 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, 

terima kasih. 
10. Kepada Mas Rohim (Pak Cik), Pramono (Momon), Wanto, Mas Aziz, 
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Sutras, terima kasih semuanya. 
11. Kepada Dani Fadillah, meskipun menyebalkan dan menjengkelkan, tapi 

bisa diandalkan pada saat tertentu, terima kasih. 
12. Semua teman-teman yang sudi memberi pinjaman buku, terima kasih. 

Semoga atas bantuan dan jerih payah yang diberiakannya dibalas Allah 
dengan balasan yang sebesar-besarnya. Atas semua bantuan dan jerih payah 
tersebut penyusun belum tentu bisa membalasnya, oleh karena itu penyusun hanya 
dapat berdo’a semoga semua itu dibalas Allah dengan balasan yang berlipat 
ganda. Amiin. 

    Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1431 H 
              26 Mei 2010 M 
 
         Penyusun  
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  
 
Negara adalah pelindung rakyat. Negara adalah pengurus rakyat. Negara 

adalah  penyejahtera rakyat. Negara—tentu  saja dengan segala kekuasaanya--wajib 

melindungi rakyatnya dari segala bahaya baik dari dalam ataupun dari luar. 

Selama ini diyakini bahwa negara adalah yang paling berkuasa. Paling hebat. 

Paling berdaulat. Tapi percayakah , bahwa saat ini—untuk tidak mengatakan bahwa 

sebenarnya sudah berabad-abad--ada yang jauh lebih berkuasa daripada negara. Ia 

bisa mengeruk kekayaan suatu negara, menyetir semua kebijakan negara bahkan bisa 

membuat undang-undang. 

Fakta ini ternyata tidak hanya terjadi di negara miskin atau berkembang, tapi 

juga terjadi di negara besar dan kaya bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat.   

David Wise dan Thomas B.Ross menjelaskan dengan sangat terang bahwa 

ada dua macam pemerintahan di Amerika Serikat saat ini. Pertama adalah 

Pemerintahan sebenarnya. Keduanya adalah Pemerintahan Tak Kasat Mata atau 

pemerintahan bayangan. Yang Pertama adalah pemerintahan seperti yang terbaca 

oleh para warga negara dalam berita di koran-koran, dan juga dalam pelajaran anak-

anak sekolah.1 

                                                            
1 David Wise dan Thomas B. Ross, The Invisible Government,alih bahasa Deta Ariani 

(Yogyakarta: Sketsa,2007), hlm.7 
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Sedangkan Invisible Government terdiri dari unit dan agensi lainnya, juga 

individu-indivdu, yang penampilan luarnya seperti bagian lumrah dari Pemerintahan 

konvensional. Pemerintahan ini mencakup firma-firma bisnis dan institusi-institusi 

milik swasta.2 

Tokoh- tokoh penentu kebijakan Amerika sangat terkait erat dengan 

korporatokrasi Amerika yang bergerak di bidang perminyakan. Dick Cheney, 

sebelum menjadi wakil presiden, adalah CEO Halliburton yang berbasis di Dallas, 

Texas. Sekalipun secara formal dia mengaku tidak lagi memiliki hubungan dengan 

Halliburton, bukti-bukti di lapangan menunjukkan ketrkaitan itu semakain akrab. 

Buktinya Halliburton memenangi kontrak senilai milyaran dolar untuk melakukan 

rekonstruksi Iraq.3  

Sepanjang sejarah Amerika, tak ada perusahaan yang memiliki hubungan 

sedemikian dekat dengan perang seperti hubungan Halliburton Company dengan 

perang di Irak. Tapi jika di pikir-pikir, sepanjang sejarah AS tak ada perang yang 

begitu bergantung pada satu perusahaan. Mulai dari Revile hingga lampu padam, 

eksistensi militer Amerika bergantung pada Halliburton. Perusahaan ini menyuapi 

makanan, membuatkan rumah, dan memandikan sebagian besar serdadu di Irak.4 

                                                            
2 Ibid, hlm.8 

3 Mohammad Amien Rais, Agenda Mendesak Bangsa:Selamatkan Indonesia  ( Yogyakarta: 
PPSK Press,2008 ), hlm.91. 
 

4 T. Christian Miller, Blood Money,alih bahasa Leinovar Bahfein dan Sigit Setia ( Jakarta: 
Ufuk Press,2007 ), hlm.91 

 



3 
 

Begitulah sekilas gambaran Amerika, negara Adidaya yang ternyata dikuasai 

oleh para pemilik korporasi-korporasi besar—atau meminjam Istilah David C. Korten 

adalah Mega Korporasi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? 

Sampai sekarang, sekitar 90% dari minyak kita diekspolitasi oleh perusahaan-

perusahaan minyak asing. Tambang kita dikeduk oleh pemodal asing, dan hasil yang 

milik mereka itu dicatat oleh Biro Pusat Statistik kita sebagai Produk Domestik 

Indonesia. Bangsa Indonesia kebagian royalti dan pajak yang relatif sangat kecil. 

Hasil tambang dan  mineral sangat mahal yang milik pemodal asing itu ketika 

diekspor dicatat oleh Biro Pusat Statistik sebagai ekspor Indonesia yang meningkat. 

Sejak tahun 1967, tanpa membunuh siapapun, elit bangsa Indonesia sendiri telah 

menyerahkan segala-galanya kepada kekuatan-kekuatan non Indonesia yang lebih 

kuat dan lebih raksasa.5  

Mengapa Exxon Mobile diberi hak pengoperasian  Blok Cepu dan bukannya 

Pertamina, padahal Ikatan Sarjana Geologi Indonesia sudah menyatakan bahwa 

mereka lebih dari mampu untuk menjadi operator tambang minyak di Blok Cepu? 

Dan mula-mula Pertamina sendiri juga menyatakan bisa dan sanggup?6 

Pemerintahan Otoriter di Indonesia, Thailand dan Filipina punya andil besar 

pada proyek-proyek pembangunan yang hanya menguntungkan kepentingan-

                                                            
5 Kwik Kian Gie, Indonesia Menggugat Jilid II, (ttp.tnp.tt), hlm.28 

6 Mohammad Amien Rais,Agenda Mendesak Bangsa, hlm.51 
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kepentingan para elite dan perusahaan, serta pada penyalahgunaan kekuasaan oleh 

para pejabat pemerintah.7 

Jika sudah begini, apakah negara masih mempunyai kekuasaan untuk 

mengurus rakyatnya? Atau negara sudah mati seperti yang dikatakan John Ralston 

Saul,” Kekuasaan negara bangsa sedang memudar. Bahkan negara yang kita ketahui 

dengan ciri demikian sedang sekarat. Pada masa depan, kekuasaan akan jatuh ke 

tangan pasar global”.8 Senada dengan hal itu Benjamin R. Barber juga 

mengatakan,”Hari kematian negara bangsa akan segera datang.” 9 

Berangkat dari latar belakang diatas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti 

tentang Korporatokrasi. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan 

masalah yang hendak dikaji lebih mendalam adalah: 

 1. Bagaimana pandangan Politik Islam terhadap Korporatokrasi? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

 Tujuan dari Penelitian ini adalah: 

  a.  Untuk dapat mengetahui sebab korporasi dapat menguasai suatu negara. 

                                                            
7 Elizabeth Fuller Collins, Indonesia Dikhianati, alih bahasa Herul Fathony  (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama,2008),hlm.266. 
 
8 John Ralston Saul, Runtuhnya Globalisme dan Penemuan Kembali Dunia,alih bahasa 

Dariyatno  (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008), hlm.25. 
 

9 Benjamin R.Barber,Jihad Vs McWorld:Globalisme dan Tribalisme Baru Dunia,alih 
bahasaAchmad Kahfi dan Ira Puspito Rini ( Surabaya:Ikon Teralitera,2003), hlm.49. 
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             b. Untuk dapat mengetahui bagaimana cara korporasi dapat menguasai suatu 

negara. 

c.  Untuk dapat mengetahui Pandangan Politik Islam terhadap 

Korporatokrasi. 

 2. Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan wacana pemikiran tentang 

Korporatokrasi. 

b. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pencegahan dan 

pengobatan terhadap sepak terjang Korporatokrasi agar dapat diatasi 

dengan tepat. 

D. Telaah Pustaka 

 Untuk pembahasan tentang Korporatokrasi yang kemudian di pandang dengan 

Politik Islam ini, penulis menemukan beberapa referensi, antara lain: 

 Buku Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia yang ditulis 

Mohammad Amien Rais. Buku ini dengan jelas memaparkan bagaimana Indonesia 

jelas-jelas dikuasai oleh Megakorporasi, menjelaskan 7 unsur Korporatokrasi, yakni: 

korporasi-korporasi besar, Pemerintah, Perbankan dan Lembaga Keuangan 

Internasional, Militer, Media Massa, Intelektual Pengabdi Kekuasaan, Elite Nasional 

Bemental Inlander. Selain itu juga Beliau memaparkan bagaimana korporatokrasi 

bermain di masa pemerintahan Presiden Habibie, Megawati, dan Yudhoyono jilid 

pertama. Sekaligus beliau memberi saran tentang apa yang harus kita lakukan. 
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 Kemudian karya John Ralston Saul, yang berjudul Runtuhnya Globalisme dan 

Penemuan Kembali Dunia.Buku ini menjelaskan bahwa saat ini globalisasi memang 

sedang Berjaya, namun tidak lama lagi nasionalisme terutama di negara-negara 

berkembang akan kembali menguat. 

 James Petras dan Henry Veltmeyer dalam bukunya Imperialisme Abad 21, 

panjang lebar menjelaskan bahwa Globalisasi sebenarnya adalah Imperialisme yang 

dilakukan Amerika terhadap negara-negara berkembang terutama di kawasan 

Amerika Latin. Globalisasi adalah Ideologi yang dipasarkan Amerika ke negara-

negara yang dihisapnya. 

Berikutnya adalah Buku Neoliberalisme Mengguncang Indonesia yang ditulis 

Syafaruddin Usman dan Isnawita. Buku ini menjelaskan bahwa sesungguhnya 

Indonesia sudah berada dalam cengkeraman Korporatokrasi berabad-abad lalu, yakni 

semenjak zaman VOC. Berbagai rezim telah berlalu namun rezim Korporatokrasi 

tetap saja berkuasa, bahkan pasca reformasi. Namun yang paling menjadi pusat 

perhatian mungkin adalah ketika Boediono dicalonkan menjadi wakil presiden oleh 

salah satu partai peserta Pemilu. Boediono yang merupakan Guru Besar di salah satu 

Perguruan Tinggi di Yogyakarta ini dituding sebagai agen Neolib. 

Kemudian karya Prof.Dr.Budi Winarno, MA yang berjudul Pertarungan 

Negara Vs Pasar. Buku ini memaparkan bagaimana Arus Globalisasi sudah memaksa 

negara-negara untuk bertarung atau bersaing dengan pasar yang merupakan 

korporasi-korporasi besar dunia. Selain itu juga, Beliau memaparkan beberapa peran 
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negara dalam menghadapi arus Globalisasi, yakni Korea Selatan, Taiwan, Singapura, 

Hongkong, Cina, Malaysia dan India. Di bagian Penutup Beliau menyarankan agar 

negara seharusnya menjadi Partner pasar  bukannya menjadi rival atau musuh. 

E. Kerangka Teoritik 

Kebijakan ekonomi tentu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik. Sistem 

ekonomi suatu negara pastilah sesuai dengan sistem pemerintahan atau politik negara 

tersebut. Begitu pun sebaliknya, kebijakan politik akan sangat menentukan sejauh 

mana keberhasilan ekonomi suatu negara.  

Menurut James A.Caporaso dan David P. Levine, politik bisa diartikan 

sebagai cara khusus untuk membuat keputusan dalam memproduksi dan 

mendistribusikan sumber daya. Dengan kata lain, politik-ekonomi bisa diartikan 

sebagai suatu cara agar kebijakan-kebijakan politik bisa berpengaruh positif bagi 

ekonomi.10 

Menurut Abdurrahman al-Maliki, politik-ekonomi Islam adalah target yang 

menjadi sasaran hukum-hukum yang menangani pengaturan perkara-perkara 

manusia.11 

Sedangkan menurut Taqiyuddin an-Nabhani, Politik-Ekonomi Islam adalah 

(kebijakan) yang menjamin terealisasinya pemenuhan semua kebutuhan primer (basic 

                                                            
10  James A. Caporaso dan David P. Levine, Teori-Teori Ekonomi Politik, alih bahasa Suraji, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 36. 
 

11  Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, alih bahasa Ibnu Sholah, (Bangil: Al-
Izzah, 2001), hlm.37. 
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needs) setiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan dirinya untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar 

kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang 

memiliki gaya hidup (life style) tertentu.12 

Menurut Abdurrahman Al-Maliki, politik ekonomi Islam berdiri di atas 4 

pilar:13 

1. Islam memandang bahwa manusia sebagai individu memiliki kebutuhan 

hidup asasi atau primer berupa pangan, sandang, papan yang 

membutuhkan pemenuhan. 

2. Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan asasi itu secara 

menyeluruh, kemudian menyediakan infrastruktur yang dapatmemicu 

terpenuhi kebutuhan sekunder maupun tersier. 

3. Hukum mubah itu berlaku sama bagi setiap individu, sehingga terbuka 

lebar untuk memperoleh keayaan yang dikehendakinya. 

4. Setiap interaksi yang terjadi antar individu harus dilandasi oleh nilai-nilai 

luhur, yakni hukum syara’. 

Politik-Ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf 

kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin-tidaknya 

setiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan 

                                                            
12  Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, hlm. 65. 

 
13  Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, hlm.37. 
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hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan 

mereka sebebas-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara 

apapun, tanpa memperhatikan terjamin-tidaknya hak hidup setiap orang. Akan tetapi, 

politik-ekonomi Islam semata-mata merupakan pemecahan masalah utama yang 

dihadapi setiap orang, sebagai manusia yang hidup dengan interaksi-interaksi tertentu 

serta kemungkinan dirinya untuk meningkatkan taraf hidupnya dan kemakmuran 

dirinya di dalam gaya hidup tertentu.14 

F. Metodologi Penelitian 

Metode Penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan 

dalam  rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta menganalisa data 

guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan metode-metode ilmiah.15 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka ( library research ). Dalam 

penelitian pustaka, pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan 

penelusuran atas buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal dan catatan lainnya yang 

memiliki hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah serta pencarian 

kebenara dalam penelitian ini. 

2. Pengumpulan Data 

                                                            
14  Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, hlm.66. 

 
15Lexy J Moeloleng, Metode Penelitian Kwalitatif,( Bandung: Rosda Karya, 1993), hlm.3. 
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 Sesuai dengan penelitian ini, maka pengumpulan datanya dilakukan denagan 

metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah atau 

hal lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini. 

3. Pendekatan Masalah 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan,  

pertama adalah pendekatan Historis yakni dengan melacak akar dari korporatokrasi. 

Sehingga diketahui bahwa akar dari korporatokrasi adalah kapitalisme. Kedua adalah 

pendekatan Empiris, yaitu dengan  mencoba menganalisa  realitas obyektif 

masyarakat dunia saat ini yang dikuasai oleh para korporasi-korporasi. Ketiga adalah 

pendekatan Normatif  yakni dengan mencoba memahami permasalahan 

korporatokrasi dengan sistem politik Islam. 

4. Analisa Data 

 Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi dengan seksama 

sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian dianalisa dengan perspektif politik 

Islam. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber akan dianalisa melalui 

metode: 

a. Metode Induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, 

peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik 
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kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang diteliti.16 

b. Metode Deduktif, yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan atau 

fakta-fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat 

khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detail-

detail pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks. 

 Proses analisa ini diawali dengan mendeskripsikan, mempelajari dan 

menginterpretasikan dengan metode-metode diatas yang diharapkan mampu 

memberikan kesimpulan yang memadai.  

 G. Sistematika Pembahasan 

 Dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dan terdiri atas beberapa sub 

bab, yakni: 

 Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang berisi judul, latar belakang, 

rumusamasalah, tujuan penelitian, kegunaan  penelitian, kerangka teoritik, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

 Bab Dua, untuk menghantarkan pada pemahaman umum atas obyek kajian 

dalam penulisan skripsi ini, maka pada bagian ini akan diuraikan tentang 

korporatokrasi secara umum. Bab ini terdiri dari 7 sub bab, yakni dari kapitalisme ke 

globalisasi, dari globalisasi ke korporatokrasi yang terdiri atas: terminologi 

korporatokrasi, kerajaan bisnis dan eksploitasi tanpa batas, bersatunya pengusaha dan 

penguasa, kekuasaan yang memudar (redupnya negara-bangsa), dan konfrontasi 
                                                            

16 Sutrisno Hadi, Metode Research II  ( Yogyakarta: Andi Offset, 1989),hlm. 142. 
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sengit dan beberapa tawaran solusi. Terakhir adalah dari korporatokrasi ke 

kosmokrasi? Yang merupakan prediksi apakah setelah korporatokrasi akan datang 

kosmokrasi. 

 Bab Tiga, akan menjelaskan tentang sejarah korporatokrasi di Indonesia. Bab 

ini terdiri dari 5 sub bab dan beberapa sub-sub bab. Adapun sub bab tersebut antara 

lain belajar dari sejarah, korporatokrasi era VOC: kelahiran dan perkembangan; 

monopoli perdagangan dan konfrontasi berdarah; kemunduran dan kebangkrutan, era 

orde lama, era orde baru, dan era orde reformasi: era BJ Habibie; era Abdurrahman 

Wahid; era Megawati Soekarnoputri; era Susilo Bambang Yudhoyono; dan era Susilo 

Bambang Yudhoyono jilid II. 

 Bab Empat, berisi tentang korporatokrasi di dunia Islam. Yang berisi 

korporatokrasi Arab era pra-Islam, dan korporatokrasi di kawasan dunia Islam: Arab 

Saudi, Irak, Palestina dan Afghanistan. 

 Bab Lima, berisi pembahasan mengenai politik ekonomi yang terdiri atas 

terminologi pengantar, terminologi politik ekonomi dan politik ekonomi Islam: 

kepemiliakan dalam Islam yang terdiri atas kepemilikan individu, umum dan negara, 

tidak ketinggalan juga pembahasan mengenai privatisasi dan nasionalisasi yang 

sangat berkaitan dengan korporatokrasi. 

 Bab Enam merupakan bab yang terakhir sebagai kesimpulan dan saran dari 

uraian penulisan skripsi ini. 
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BAB V 
 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Setelah penelitian dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Korporatokrasi adalah jelas-jelas sebuah bentuk Imperialisme Ekonomi dan 

juga Politik yang akan membawa ekses-ekses yang besar pada bidang-bidang 

kehidupan manusia, baik politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan dan 

sebagainya. 

2. Korporatokrasi sudah mencengkeram Indonesia sejak era VOC hingga hari 

ini, artinya korporatokrasi sudah berkuasa selama kurang lebih 4 abad 

lamanya di Indonesia. Rentang waktu yang tentu saja sangat panjang. 

3. Sejak era Pra-Islam Plutokrasi-Korporatokrasi Quraisy juga sudah menguasai 

Tanah Arab khususnya Mekkah. Dunia Islam abad 20-21 pun tak luput 

dihisap oleh korporaratokrasi yang kali ini dilakukan oleh Barat dengan 

bantuan Penguasa Pribumi bermental ciut. 

4. Sesungguhnya Islam berusaha mensejahterakan manusia dengan membagi 

kepemilikan menjadi 3, yakni individu, umum dan negara. Oleh karena itu, 

sumber daya alam seperi emas dan minyak bumi sesunggunya dilarang untuk 

dikuasai individu atau kelompok asing atau pribumi. 
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5. Privatisasi dalam kepemilikan umum tidak dibenarkan. Tetapi dalam 

kepemilikan negara boleh saja asalkan tidak mengganggu tugas negara 

sebagai pelayan warganya. 

6. Nasionalisasi dengan metode apapun adalah haram karena telah merubah 

kepemilikan umum atau masyarakat menjadi milik kelompok atau individu 

yang jelas-jelas akan memiskinkan masyarakat. 

B. Saran 

Adapun beberapa Saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Kepada seluruh elemen masyarakat khususnya kalangan intelektual agar 

melawan korporatokrasi. 

2. Kepada Pemerintah agar berhenti memihak korporasi dan segera 

mensejahterakan masyarakat dengan menjadikan BUMN sebagi ujung tombak 

kesejahteraan masyarakat. 

3. Kepada generasi penerus bangsa khusunya mahasiswa agar tidak menjadi 

budak korporasi raksasa asing ataupun lokal yang menghisap hak masyarakat. 

 

   

 

   

 

 
 



DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku Lain-lain 

Alexander, Herbert A. Financing Politics: Politik Uang dalam Pemilihan Presiden 

Secara Langsung, Yogyakarta: Narasi,2003. 

Al-Maliki, Abdurrahman , Politik Ekonomi Islam, Bangil: Al-Izzah, 2001. 

Anderson, Ben dkk, Soeharto Lengser Perspektif Luar Negeri, Yogyakarta: LKiS, 1999. 

An-Nabhani, Taqiyuddin, Sistem Ekonomi Islam, Bogor: al-Azhar Press, 2010. 

 Barber, Benjamin R. Jihad Vs McWorld: Globalisme dan Tribalisme Baru Dunia, 

Surabaya: Ikon Teralitera, 2003. 

Baswir, Revrisond. Bahaya Neoliberalisme, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. 

Baudrillard, Jean P. Masyarakat Konsumsi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009. 

Blusse, Leonard. Persekutuan Aneh: Pemukim Cina, Wanita Peranakan dan Belanda di 

Batavia VOC, Yogyakarta: LKiS, 2004. 

Caporaso, James A. dan David P. Levine, Teori-Teori Ekonomi Politik, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008. 

Centurygate: Mengurai Konspirasi Penguasa-Pengusaha, Jakarta: Kompas, 2010. 

Chang, Ha-Joon dan Ilene Grabel, Membongkar Mitos Neolib: Upaya Merebut Kembali 

Makna Pembangunan, Yogyakarta: INSIST Pres,2008. 

 Collins, Elizabeth Fuller, Indonesia Dikhianati, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 

2008. 

Ensiklopedi Nasional Indonesia: Jilid 17, Jakarta:PT.Cipta Adi Pustaka,1991. 

Fredericks, Salim. Invasi Politik dan Budaya, Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah,2004. 



Fredericks, Salim dan Ahmar Feroze, Dari Kegelapan Menuju Cahaya, Bogor: Pustaka 

Thoriqul Izzah, 2003. 

 Fukuyama, Francis dkk, Amerika dan Dunia, Jakarta;Yayasan Obor Indonesia,2005. 

 Gie, Kwik Kian, Indonesia Mengguat Jilid II?, Tanpa Penerbit. 

 Gie. Kwik Kian. Kebijakan Ekonomi dan Hilangnya Nalar, Jakarta: Kompas, 2008. 

Gie. Kwik Kian. Pikiran Yang Terkorupsi, Jakarta: Kompas, 2008. 

Hadi,Sutrisno. Metode Research II, Yogyakarta; Andi Offset,1989. 

 Hadiz, Vedi R, Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto, Jakarta: 

LP3ES, 2005. 

 Harinowo,  Cyrillus. IMF: Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF, Jakarta: 

Gramedia, 2004. 

 Hirst, Paul dan Grahame Thompson. Globalisasi adalah Mitos, Jakarta;Yayasan Obor 

Indonesia, 2001. 

 Ismail, Faisal. Sejarah dan Kebudayaan Islam, Yogyakarta: CV.Bina Usaha, 1983. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. 

 Karim, Khalil Abdul. Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, Kekuasaan, Yogyakarta: 

LKiS, 2002. 

 Korten, David C.  Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global, Yayasan Obor 

Indonesia, 2002. 

 Korten, David C. The Post Corporate World: Kehidupan setelah kapitalisme, 

Jakarta;Yayasan Obor Indonesia, 2005.  

Labib, Rahmat S. Privatisasi dalam Pandangan Islam, Ciputat: Wadi Press,2005. 

Maley, William, Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan, Jakarta: Pustaka al-Kautsr,, 1999. 



 Micklethwait, John dan Adrian Wooldridge, Masa Depan Sempurna: Tantangan dan 

Janji Globalisasi, Jakarta;Yayasan Obor Indonesia, 2007. 

 Miller, T.Cristian, Blood Money: Membuang Jutaan Dolar, Menewaskan Ribuan Jiwa & 

Perusahaan Rakus di Irak, , Jakarta: Ufuk Press,2007. 

Moeloleng, Lexy J. Metode Penelitian Kwalitatif, Bandung: Rosda Karya, 1993. 

Perkins, John, Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional, Jakarta:Ufuk Press, 2009. 

 Petras, James dan Henry Veltmeyer. Imperialisme Abad-21. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 

2002. 

 Poesponegoro, Marwati Djoened  dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia 

IV, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984. 

 Poesponegoro, Marwati Djoened  dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia 

V, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.  

 Polanyi, Karl. Transformasi Besar: Asal-Usul Politik dan Ekonomi Zaman 

Sekarang.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. 

 Quthb, Sayyid. Keadilan Sosial dalam Islam, Bandung: Pustaka, 1994. 

Rafick, Ishak, Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia, Jakarta, Ufuk Press,2008. 

 Rafsanjani, Hashemi, Aspek-aspek Pokok Agama Islam: Pandangan Islam Tentang HAM, 

Hegemoni Barat dan Solusi Dunia Modern, Bandung: Nuansa,2008. 

Rahardjo, M.Dawam,  Orde Baru dan Orde Transisi, Yogyakarta: UII Press,1999. 

 Rahardjo, M.Dawam, Tantangan Indonesia sebagai Bangsa , Yogyakarta: UII 

Press,1999. 

 Rais, Mohammad Amien, Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia, 

Yogyakarta: PPSK Press,2008. 

 Ricklefs, M. C. Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1998. 



 Saidi, Zaim, Konglomerat Samson-Delilah: Menyingkap Kejahatan Perusahaan, 

Bandung:Mizan, 1996. 

 Saul, John Ralston. Globalisme dan Penemuan Kembali Dunia, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar.2008. 

 Sihbudi, Riza. Menyandera Timur Tengah, Jakarta: Mizan, 2007. 

 Soepriyatno, Nasionalisme dan Kebangkitan Ekonomi, Jakarta: Inside Press.2008. 

 Soros, George, Open Society: Reforming Global Capitalism, Jakarta;Yayasan Obor 

Indonesia, 2007. 

 Stiglitz, Joseph E. Making Globalization Work, Bandung: Mizan.2007. 

 Syam, Firdaus. Pemikiran Politik Barat, Jakarta: PT. Bumi Aksara.2007. 

 Usman, Syafarudin dan Isnawita, Neoliberalisme Mengguncang Indonesia, Yogyakarta: 

Narasi, 2009. 

 Winarno, Budi, Pertarungan Negara Vs Pasar, Yogyakarta: Media Pressindo.2009. 

 Winters, Jeffrey A, Dosa-Dosa Politik Orde Baru, Jakarta:Djambatan,1999. 

 Wise, David dan Thomas B.Ross, The Invisible Government, Yogyakarta: Sketsa,2007. 

 Wolf, Martin, Globalisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan, Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2007. 

www.wikipedia.org, akses 23 April, 20 dan 21 Mei 2010. 

 www.Sasak.net, akses 18 Mei 2010. 

 www.Okezone.com, akses 18 Mei 2010. 

www.Tempointeraktif.com, akses 18 Mei 2010. 



1 
 

Daftar 10 Perusahaan Terbesar di Dunia  2010 Versi Majalah Fortune1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1  CNNMoney.com, akses 8 Maret 2010. 

Urutan Perusahaan Negara Asal 
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8 ING GROUP Belanda 
9 SINOPEC China 
10 TOYOTA MOTOR Jepang 
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SKANDAL BANK CENTURY 

Mengapa Menimbulkan Banyak Keresahan dan Kemarahan? 

Pengantar 

Pemeriksaan oleh Pansus Bank Century berlangsung secara terbuka yang 

diliput oleh media massa. Rakyat yang berminat dapat mengikutinya secara langsung. 

Walaupun demikian, materinya cukup rumit, sehingga tidak mudah dicerna dan 

dipahami oleh rakyat banyak. 

Tulisan ini mencoba membuatnya mudah dimengerti. Data dan informasinya 

tidak hanya dari Laporan Audit Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 

tetapi dilengkapi dengan notulen rapat-rapat KSSK, dan pemeriksaan serta dengar 

pendapat oleh Pansus dengan banyak orang. 

Booklet ini mempunyai sub judul “Mengapa skandal Bank Century banyak 

menimbulkan keresahan dan kemarahan?” Kasusnya sendiri tidak termasuk yang 

luar biasa. Apalagi kalau dibandingkan dengan ekses dan korupsi yang menyertai bail 

out besar-besaran ratusan bank dalam krisis tahun 1997-1998. Jumlahnya meliputi 

BLBI sebesar Rp. 144 trilyun yang oleh BPK dinyatakan bahwa sekitar 90% tidak 

dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian penyuntikan bank-bank yang rusak tetapi 

sudah menjadi milik pemerintah ini dengan Obligasi Rekapitalisasi (OR) Perbankan 

sebesar Rp. 430 trilyun. Kalau surat utang negara ini dibayar tepat waktu, bunga yang 

harus dibayarkan sebesar Rp. 600 trilyun, sehingga kewajiban pemerintah minimal 
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sebesar Rp. 1.030 trilyun. Namun kalau OR yang jatuh tempo diperpanjang tenornya, 

biaya bunganya membengkak. Angka Rp. 6,7 trilyun menjadi kecil kalau 

dibandingkan dengan angka-angka historis tersebut. 

Toh keresahan masyarakat dan media massa dalam kasus Bank Century cukup 

luar biasa. Menurut saya “ledakan” ini tidak dapat dipisahkan dari rasa resah, gundah, 

marah yang sudah lama berkembang dalam hati nurani banyak orang. Kasus Century 

merupakan het laatste druppel die de emmer doet overlopen yang berarti “tetesan air 

terakhir yang membuat air dalam ember yang sudah penuh meluap keluar”. Para juru 

bicara Presiden, “Ohio Boys” dan ekonom kelompok “Berkeley Mafia” perlu 

merenung lebih dalam dan tidak hanya berteknokratik, yang lantas bingung atau tetap 

congkak ketika menghadapi hati nurani, rasa keadilan, rasa dipinggirkan, rasa 

diperlakukan sewenang-wenang. Semuanya ini memang tidak bisa dibuktikan, 

apalagi kalau pembuktiannya harus diukur dengan jumlah lembar uang kertas tunai, 

yang diakhiri dengan pertanyaan: “apakah negara dirugikan?” 

Tentang pertanyaan yang paling krusial, yaitu apakah kebijakan melakukan 

bail out dapat dibenarkan, pendirian pemerintah sangat jelas, yaitu mesti dilakukan 

karena pemerintah yakin secara mutlak, bahwa kalau bail out tidak dilakukan, sistem 

keuangan dan kemudian keseluruhan perekonomian Indonesia pasti hancur dan luluh 

lantah. Apa alasannya? Keyakinan, dan karena itu tidak perlu dibuktikan secara 

eksak. Pembuktian secara eksak memang tidak mungkin diberikan, karena gejala 
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sosial ekonomi tidak dapat diramalkan secara pasti dan eksak sebelumnya seperti 

halnya hubungan sebab akibat dalam ilmu pasti dan fisika. 

Bukankah KSSK sudah mengeluarkan semua indikator kuantitatif, yang 

akhirnya diterjemahkan ke dalam satu faktor saja, yaitu faktor psikologis? Benar, 

tetapi justru inilah yang menjadi masalah. Banyak praktisi bisnis keuangan merasa 

bahwa dalam kehidupan bisnis keuangan yang nyata tidak dirasakan adanya bahaya 

yang disebutnya “sistemik”. Krisis subprime mortgage di AS tidak besar 

pengaruhnya terhadap Indonesia, karena kecilnya Indonesia dalam peta ekonomi 

dunia. Yang terpengaruh hanyalah ekspor yang menurun sebentar. 

Faktor yang paling membuat masyarakat marah ialah adanya dugaan bahwa 

BC dipakai sebagai bank pencucian uang dalam jumlah besar, yang kemudian 

disalurkan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan politik. Ketika uang ini “dirampok” 

oleh para pemilik BC, dengan berbagai alasan dikatakan bahwa BC harus di bail out 

at any cost. Itulah sebabnya biaya bail out tidak dihitung dengan cermat sebelumnya, 

yang akhirnya membengkak sampai sepuluh kali lipat dari perkiraan sebelumnya. 

Dugaan kuat yang tidak bisa dibuktikan lambat laun menjadi persepsi dan 

keyakinan, yang dalam interaksi politik dihayati sebagai “kenyataan” tanpa peduli 

dan tanpa mau mengetahui kondisi yang sebenarnya. Yang berlaku hukum 

“pokoknya”. Sikap yang demikian sedikit banyak dipicu oleh sikap para teknokrat 

yang juga “pokoknya”, yaitu “pokoknya kerusakan BC sistemik yang kalau tidak di 
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bail out habis-habisan dengan cara apa saja, termasuk mengubah Peraturan Bank 

Indonesia, seluruh perekonomian bangsa akan hancur lebur, titik.” Ketika dicecar 

oleh Pansus, prinsip “pokoknya” ini diperkuat dengan pernyataan: “Pokoknya saya 

berani mempertanggung jawabkan di dunia maupun di akhirat.” 

Masyarakat di luar lembaga resmi berangsur-angsur juga mengambil sikap 

“pokoknya” aku akan berdemo dengan cara apa saja, yaitu membawa kerbau, 

menambahi taring dan darah pada gambar petinggi negara, membakar dan menginjak 

fotonya dan sebagainya. 

Fakta yang mengemuka dari Laporan BPK dan pemeriksaan oleh Pansus 

memang luar biasa aneh, luar biasa janggal dan luar biasa beraninya para pejabat 

tinggi itu melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri, sikap mereka yang congkak 

menganggap semua anggota masyarakat bodoh dan pasti dapat menerima apa saja 

yang mereka lakukan hanya dengan senyum yang “dewata”. Marilah kita baca 

bagaimana duduk perkaranya? 

Kelahiran Bank Century (BC) Sudah Bermasalah 

Bank Century (BC) adalah hasil merger dari Bank CIC, Bank Pikko dan Bank 

Danpac. Merger didahului dengan akuisisi Danpac dan Pikko serta kepemilikan 

saham CIC oleh Chinkara  perusahaan berdomisili di  Bahama dengan pemegang 

saham mayoritas dan pengendali: Rafat Ali Rizvi (RAR). 
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Akuisisi Dilakukan dengan Banyak Pelanggaran 

Pada tanggal 21 November 2001 BI memberikan persetujuan prinsip untuk 

melakukan akuisisi, walaupun Chinkara tidak memenuhi persyaratan administratif 

berupa: 

• Tidak melakukan publikasi akuisisi oleh Chinkara 

• Tidak adanya laporan keuangan Chinkara 3 tahun terakhir 

• Tidak ada rekomendasi oleh pihak berwewenang di negara asal Chinkara 

Pada tanggal 5 Juli 2002 BI memberikan izin akuisisi walaupun terjadi 

pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut: 

1. Pada CIC terdapat Surat-Surat Berharga 9SSB) fiktif senilai USD 25 juta yang 

melibatkan Chinkara. 

2. SSB berisiko tinggi, tetapi Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PAPAP) 

tidak dilakukan; seandainya dilakukan sebagaimana mestinya, CAR menjadi 

negatif. 

3. Karena pembayaran kewajiban General Sales Management 102 (GSM 102) dan 

terjadinya penarikan dana pihak ketiga (DPK) dalam jumlah besar, BC kesulitan 

likuiditas dan melanggar Posisi Devisa Neto (PDN). 

4. Dalam Bank Pikko terdapat kredit kepada Texmaco yang macet, yang selanjutnya 

ditukarkan dengan Medium Term Notes (MTN) Dresdner Bank yang tidak 
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memiliki notes rating sehingga bank wajib membentuk PPAP yang berakibat 

CAR menjadi negatif. 

Merger Juga Dilakukan dengan Banyak Pelanggaran 

Pada tanggal 6 Desember 2004 BI memberikan izin merger 3 bank menjadi 

Bank Century dengan melakukan berbagai pelanggaran. Walaupun merger tidak 

memenuhi persyaratan yang berlaku, izin merger diberikan pada tanggal 6 Desember 

2004. Dasarnya adalah rekomendasi/catatan yang diberikan oleh Direktur 

Pengawasan BI, S. Anton Tarihoran kepada Deputi Gubernur BI Aulia Pohan dan 

Deputi Senior Gubernur BI Anwar Nasution tertanggal 22 Juli 2004. 

Bentuk pelanggaran-pelanggaran dalam memberikan izin merger adalah 

sebagai berikut: 

1. Surat Surat Berharga (SSB) Bank CIC yang macet dianggap lancar, yang 

menjadikan Capital Adequacy Ratio (CAR)-nya seolah-olah memenuhi 

persyaratan merger. 

2. Fit & Proper Test atas RAR yang tidak lulus ditunda penilaiannya dan tidak 

diproses lebih lanjut. 

3. Tidak pernah ada Rapat Dewan Gubernur BI sebelum memberi izin merger. 

4. Terjadi manipulasi oleh Direktur BI bidang Pengawasan Bank BI S. Anton 

Tarihoran yang mengatakan bahwa Gubernur BI Burhanudin Abdullah telah 

setuju, yang kemudian sudah dibantah oleh Burhannudin Abdullah. 
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Pelanggaran-Pelanggaran yang Segera Saja Dilakukan Setelah Berdirinya Atas 

Pengetahuan dan Pembiaran Oleh BI 

Dengan CAR negatif 132,5 % BC tidak ditempatkan dalam pengawasan 

khusus. (hanya dalam pengawasan intensif) Per 31 Oktober 2005 CAR BC negatif 

132,5%. Menurut peraturan yang berlaku BC harus ditempatkan dalam pengawasan 

khusus, di mana BI mempunyai kekuatan memaksa pemegang saham untuk 

menyelesaikan permasalahan BC dalam jangka waktu yang jelas. Namun Deputi 

Gubernur Siti Fajriah hanya menempatkan BC dalam pengawasan intensif atas usulan 

Direktur Rusli Simanjuntak. CAR yang terpuruk sampai menjadi negatif 132,5 % 

disebabkan oleh: 

Surat Surat Berharga (SSB) senilai USD 203 juta berkualitas rendah, di 

antaranya: 

• SSB senilai USD 116 juta masih dikuasai oleh pemegang saham. 

• BI menyetujui bahwa BC tidak melakukan Penyisihan Penghapusan Aset 

Produktif (PPAP), sedangkan menurut peraturan harus melakukan PPAP sebesar 

100%. 

• BI menyetujui atas alasan karena pemegang saham telah   berkomitmen menjual 

SSB dan membuat skema melalui Asset Management Agreement (AMA) dan 

Asset Sales and Purchase Agreement (ASPA), yang tidak pernah dilaksanakan 

oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP). 
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• Jadi BI tidak memerintahkan manajemen BC untuk melakukan penyisihan 

terhadap SSB yang berkualitas rendah (bahkan bodong) ini, yang berarti BC dan 

BI tidak mengakui adanya kerugian atas SSB. Kalau aset ini disisihkan atau 

diakui sebagai kerugian sebagaimana mestinya, maka CAR menjadi negatif 

132,5. 

• BI tidak mengambil tindakan apa-apa tentang pelanggaran Batas Maksimum 

Pemberian Kredit (BMPK) BC dan pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa 

Neto. 

• Antara tahun 2005 s/d. 2007 BI menemukan: 

• Pelanggaran BMPK karena pembelian SSB valas yang berkualitas rendah. 

• Penempatan antar bank yang menurut Bankers Alamanak 2003 tidak termasuk 

dalam Top 200. 

• Pemberian L/C yang hanya dijamin dengan Bankers Acceptance. 

• Sejak 2004 melanggar ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN) yang menurut 

peraturan yang berlaku dendanya Rp. 22 milyar, tetapi diturunkan menjadi Rp. 11 

milyar. 

• Pemberian kredit dan fasilitas LC yang melanggar ketentuan. 

• Pengeluaran biaya-biaya fiktif, yang baru diungkapkan oleh Tim Pengawas BI 

setelah BC di tangan LPS (2008 s/d. 2009). 
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BI memberikan FPJP kepada BC dengan cara melanggar ketententuan-

ketentuan yang berlaku. Persyaratan CAR minimal 8% untuk dapat memperoleh 

FPJP diubah menjadi minimal hanya positif (atau di atas 0%), karena CAR BC hanya 

2,35%. 

Karena kesulitan likuiditas BC mengajukan repo aset kredit pada tgl. 30 

Oktober 2008 sebesar Rp. 1 trilyun, yang oleh BI diproses sebagai permohonan FPJP. 

CAR per 30 September 2008 sebesar 2,35%, sedangkan PBI 

no.10/26/PBI/2008 mensyaratkan CAR 8% untuk memperoleh FPJP. 

Pada tanggal 14 November 2008 BI mengubah persyaratan tersebut dari CAR 

minimal 8% menjadi CAR minimal positif melalui penerbitan PBI 

No.10/30/PBI/2008. 

Setelah perubahan ketentuan tersebut, dengan CAR 2,35% BI memberikan 

FPJP kepada BC sebagai berikut : 

14 November 2008                 : Rp.    356,81 milyar 

17 November 2008                 : Rp.    145,26 milyar 

18 November 2008                 : Rp.    187,32 milyar 

(yang diminta Rp. 319,26 milyar) 

Jumlah                                      Rp.   689,38 milyar. 
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Pada tgl. 30 September 2008 CAR keseluruhan Bank Umum berkisar antara 

10,39% s/d. 476,34%, sehingga BC adalah satu-satunya bank di Indonesia yang 

CAR-nya di bawah 8%. 

BPK: “Dengan demikian, perubahan persyaratan CAR dalam PBI tersebut 

patut diduga dilakukan untuk merakayasa agar BC dapat memperoleh FPJP.” 

Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa CAR per 31 Oktober 2008 

(sebelum FPJP) negatif 3,53% 

BPK: “Ini melanggar ketentuan PBI No. 10/30/PBI/2008 yang menyatakan 

bahwa bank yang dapat mengajukan FPJP adalah bank dengan CAR positif.” 

BPK:  “Selain itu, sebagian jaminan FPJP yang diperjanjikan sebesar Rp. 

467,99 milyar ternyata tidak secure menurut penilaian Direktorat Kredit, BPR dan 

UMKM (DKBU) BI, sehingga nilai jaminan hanya sebesar 83% dari plafon FPJP.” 

BPK: “Hal ini melanggar ketentuan PBI no. 10/26/PBI/2008 juncto PBI no. 

10/30/PBI/2008 yang mengatakan bahwa jaminan dalam bentuk aset kredit minimal 

150% dari plafon FPJP. 
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Rapat-Rapat KSSK dan Rapat/Pertemuan-Pertemuan Penting Sebelumnya 

Menjelang Rapat Dengan BI Tanggal 20 November 2008 yang Memutuskan 

Century Sebagai Bank Gagal dan Sistemik Serta Surat Gubernur BI Kepada 

KSSK 

Pada tanggal-tanggal 14, 17, 18 dan 19 November 2008 KSSK telah 

melakukan rapat konsultasi beberapa kali yang dihadiri oleh unsur-unsur BI, Depkeu, 

dan LPS. 

Indikasi Keterlibatan Presiden dalam Pengambilan Keputusan Bail Out 

Pada tanggal 13 November 2008 ada rapat yang notulennya berjudul 

“Pertemuan KSSK Tanggal 13 November 2008”. 

Pada halaman 7 tercantum dua paragraf sebagai berikut: 

“Sdri. Sri Mulyani menginformasikan telah menyampaikan permasalahan ini 

kepada Presiden RI, namun pada hari ini Presiden RI akan melakukan perjalanan 

dinas ke San Fransisco, USA yang artinya sampai dengan esok hari, dalam hal 

diperlukan, Presiden RI belum dapat mengambil keputusan.” 

“Oleh karena itu Sdri. Sri Mulyani mengharapkan kepada Bank Indonesia 

agar pada tanggal 14 November dapat menangani situasi dan kondisi termasuk 

deposan-deposan, bank-bank, rumor maupun hal-hal lain yang mungkin terjadi. 

Apabila keesokan hari tanggal 14 November situasi dapat terkendali, maka masih ada 
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waktu pada hari Sabtu, tanggal 15 November 2009 (KKG: mungkin salah ketik, 

mestinya 2008) dan hari Minggu tanggal 16 November 2009 (mestinya 2008?) 

dimana Presiden RI sudah kembali ke tanah air, sehingga dapat membahas masalah 

ini lebih baik lagi.” 

Dari dua buah kutipan notulen pertemuan (atau rapat) tersebut, kuat 

indikasinya bahwa Presiden RI dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mengapa 

dikatakan bahwa Presuiden tidak tahu menahu sampai bail out sudah dilakukan? 

Peran Marsilam Simanjuntak yang sangat penting sebagai apa? 

Di halaman 8 dari notulen yang sama tercantum “Lebih lanjut Sdr. Boediono 

menginformasikan bahwa dirinya bersama dengan Sdr. Sofyan dan Sdr. Marsilam 

akan membahas kembali hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani 

permasalahan Bank Century.” 

Jelas dari sini tentang perannya yang penting di samping kehadirannya dalam 

rapat KSSK tanggal 21 November 2008. Mengapa peran itu dipersepsikan hanya 

sebagai NARA SUMBER dan tidak ada hubungannya dengan Presiden, walaupun 

kedudukannya Ketua UP3R (?). 
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Penentuan dampak sistemik oleh RDG pada tanggal 20 November 2008 yang 

hanya mengunakan faktor psikologis yang tidak bisa dikuantifikasi dan tidak 

ada dalam MOU. 

Dalam rapat pada tanggal 20 November 2008 tersebut, RDG membahas 

analisis tentang penentuan Bank Gagal yang berdampak Sistemik atas dasar 5 aspek: 

1. Dampak kepada institusi keuangan 

2. Dampak kepada pasar keuangan 

3. Dampak kepada sistem pembayaran 

4. Dampak kepada sektor riil 

5. Dampak kepada psikologi pasar. 

Aspek nomor 1 s/d 4 berdasar atas Memorandum of  Understanding on 

Cooperation between the Financial Supervisory Authorities, Central Banks and 

Finance Ministries of the Europoean Union: on Cross Border Financial Stability tgl.1 

Juni 2008. (selanjutnya disebut MoU) yang indikator-indikator kuantitatifnya sebagai 

berikut: 

* Fungsi BC dalam industri perbankan tidak penting karena:Dana Pihak Ketiga 

Bank/Dana Pihak Ketiga Industri: 0,68% Kredit Bank/Kredit Industri: 0,42 % 

    * Hubungan dengan nasabah: 

      Kredit modal kerja 76,58 % 

      Industri pengolahan 21,79 % 
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      Restoran dan hotel 22,93 % 

      Jasa-jasa dunia usaha 28,47 % 

    * Pangsa kreditnya terhadap industri 0,42 % 

    * 84,82 % dana BC dari Deposito. 

    * Transaksi Antar Bank Aktiva/Total Aset Bank Lain 

      dalam industri perbankan                           : 24,28 %. 

      Transaksi Antar Bank Pasiva/Total Kewajiban      : 19,34 % 

    * Fungsi BC dapat dengan mudah ditangani oleh bank-bank lainnya. 

Dengan angka-angka tersebut, BI sendiri menyimpulkan bahwa dampaknya 

pada aspek industri keuangan dan sektor riil “low to medium”. 

Karena semua kriteria kuantitatif yang tertuang dalam MoU (yang dijadikan 

landasan oleh BI) mengindikasikan tidak ada dampak sistemik, DG BI menciptakan 

kriteria baru, yaitu faktor psikologis yang tidak dapat dikuantifikasi. 

Maka dalam rapat pada tanggal 20 November 2008, RDG BI memutuskan BC 

sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dengan rumusan: “ketidakpastian yang 

tinggi terutama terhadap psikologi pasar/masyarakat yang selanjutnya bisa memicu 

ketidakpastian/gangguan di pasar keuangan dan sistem pembayaran.” 

Keputusan RDG tentang dampak sistemik dari kegagalan BC dituangkan 

dalam surat Gubernur BI kepada Ketua  KSSK tertanggal 20 November 2008 

bernomor 10/232/GBI/Rahasia. 
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Pada hari berikutnya, yaitu tanggal 21 November 2008 (hari Jum’at) KSSK 

menyelenggarakan rapat untuk membahas surat Gubernur BI tersebut. 

Rapat KSSK tgl. 21 november 2008 yang menentukan Century sebagai bank 

gagal yang berdampak sistemik. 

Setelah menerima surat dari Gubernur BI tertanggal 20 November 2008 

tersebut, diselenggarakan Rapat konsultasi KSSK lagi pada tgl. 21 November (hari 

Jum’at) dari jam 00.15 s/d. jam 05.00, yang didahului dengan presentasi oleh BI yang 

menguraikan mengapa BC adalah Bank gagal yang berdampak sistemik beserta 

analisisnya. 

Rapat diselenggarakan di ruang rapat Menteri Keuangan, Gedung Djuanda I 

lantai 3, Jalan Wahidin Raya No. 1 Jakarta, dihadiri oleh: Menteri Keuangan selaku 

Ketua KSSK, dengan para pesertanya: Gubernur BI selaku anggota KSSK, Sekretaris 

KSSK, Deputi Gubernur Senior BI, Deputi Gubernur BI bidang Pengawasan, Deputi 

Gubernur BI bidang Pengaturan Perbankan dan Stabilitas Perbankan, Deputi BI 

bidang Pengelolaam Moneter, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan, Kepala 

Badan Kebijakan Fiskal, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pengelolaan 

Utang, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan, 

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kepala Eksekutif 

LPS, UPK3R, Dirut Bank Mandiri, Komisaris Utama Bank Mandiri. 



17 
 

Peserta rapat dari unsur-unsur non BI tidak sepakat bahwa karakternya BC 

yang gagal adalah Sistemik 

Dari notulennya diketahui bahwa selain BI, peserta rapat lainnya (LPS, 

Depkeu, Bank Mandiri) pada umumnya mempertanyakan dan tidak setuju dengan 

argumentasi dan analisis BI yang menyatakan bahwa BC berdampak sistemik. Saya 

akan sebanyak mungkin mengutip apa adanya dari notulen, yang saya tulis dengan 

tanda kutip. Rincian garis besarnya sebagai berikut. 

Menteri Keuangan/Ketua KSSK Dalam Tekanan 

Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK merasa perlu “diperhatikan apakah 

keputusan penyelamatan Bank Century dapat menimbulkan sinyal yang dapat 

menimbulkan moral hazard bagi bank-bank lain.” 

(KKG: dari sini dapat dibaca bahwa Menkeu selaku Ketua KSSK merasa 

bahwa faktor psikologis justru membuat bank-bank lain yang kira-kira sama kecilnya 

dan sama-sama rusaknya (peer banks) akan meniru BC. Jadi Ketua KSSK ragu-ragu 

tentang mem-bail out BC). 

Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK mengatakan: “Dalam hal Bank 

Century diselamatkan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan moral hazard, apakah 

LPS mempunyai kapasitas untuk menangani bank-bank lainnya ?” Ketua KSSK 

menyambungnya dengan mengatakan: “Keputusan untuk menyatakan bahwa apakah 

ini risiko sistemik atau bukan akan mempengaruhi.” 
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(KKG: Lagi-lagi Ketua KSSK Sri Mulyani menyatakan keraguan dan 

keengganannya untuk menyatakan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak 

sistemik. 

Pertama Sri Mulyani menanyakan apakah LPS mempunyai kapasitas 

menangani bank-bank lainnya dalam hal keputusan bail out BC menimbulkan (baca: 

mewujudkan) moral hazard pada bank-bank lainnya? Artinya: bail out justru 

menimbulkan kegaduhan, tidak mententeramkan? 

Kedua, notulen tidak memuat terusan dari kalimat yang belum selesai, atau 

Sri Mulyani memang tidak menyelesaikan kalimatnya, yaitu “Keputusan untuk 

menyatakan bahwa apakah ini risiko sistemik atau bukan akan mempengaruhi  (tidak 

diselesaikan akan mempengaruhi apa ? Apakah akan mempengaruhi dalam arti justru 

membuat panik, ataukah akan membuat tenang? Yang mana yang ada dalam benak 

Sri Mulyani?) 

Ketua KSSK selanjutnya mengatakan bahwa: “Terlepas dari banyaknya dana 

pihak ketiga dalam Bank Century, pihak-pihak ketiga memang sudah mengalami 

liquitity problems (masalah likuiditas). Rasa aman nasabah tidak cukup dari 

penanganan LPS, tapi dapat ditimbulkan dari asosiasi dengan bank lain yang 

terpercaya, oleh karena itu diminta pendapat Bank Mandiri.” Ketua KSSK juga 

menanyakan: “Apa road map BI terhadap 18 peer banks?”, yang disambung dengan 
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saran Sekretaris KSSK tentang parameter dalam menentukan sistemik atau tidak 

sistemik.” 

(KKG: dapat dirasakan kehendak Ketua KSSK supaya diserap oleh Bank 

Mandiri dan kemudian terserah apakah Bank Mandiri akan meleburnya ke dalam 

Bank Mandiri ataukah menjadikan semacam Divisi sementara dari Bank Mandiri, 

yang kemudian dilepas lagi setelah menjadi sehat. Pola semacam ini pernah 

dilakukan dengan sukses oleh Rizal Ramli ketika beliau menjabat Menko EKUIN.) 

Respons Bank Mandiri dalam rapat tersebut adalah : “Nasabah sampai dengan 

Rp. 2 milyar akan dijamin LPS, sedangkan deposan di atas Rp. 2 milyar akan diajak 

bicara. Nasabah sampai dengan Rp. 2 milyar akan dipindahkan ke Bank Mandiri 

(dengan dijamin LPS). 

Beberapa alternatif solusi 

Adanya alternatif solusi permasalahan BC juga mengemuka dalam rapat pada 

tanggal 17 November 2008 yang berjudul “Penyelesaian/Penanganan Bank Gagal 

oleh LPS”, yang memuat berbagai alternatif tanpa bail out sebagai berikut: 

1. Pemberian Fasilitas Pinjaman Darurat (FPD) yang mengandung butir-butir 

sebagai berikut : 

a. Saat ini BC memperoleh FPJP 

b. 2. Syarat pemberian FPJP sesuai PBI No. 10/30/PBI/2008,         CAR > 

0% (Solvent?) 
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c. Jika pemberian FPJP belum menyelesaikan masalah, dan apabila BC 

dinilai berdampak sistemik, tentunya BC dapat diberikan FPD (sepanjang 

masih solvent) 

2. Private Solution (Pasal 37 huruf d UU Perbankan) 

Diupayakan supaya BC dapat diakuisisi oleh bank lain dengan memperlonggar 

persyaratan.     

3. Pengalihan portfolio sebelum pencabutan izin usaha (Pasal 37 huruf g UU 

Perbankan)           

a. Aset dan kewajiban bank dialihkan ke bank lain (purchase and assumption), 

sisanya tinggal di BC.           

b. Selanjutnya, BC dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.     

4. Pengalihan portfolio segera setelah pencabutan izin usaha         

a. Izin usaha bank dicabut          

b. Aset dan kewajiban bank segera dialihkan ke bank lain            (purchase and 

assumption)         3. Bank dilikuidasi.(KKG: Sampai tanggal 17 November 

2008 masih belum ada pemikiran untuk melakukan bail out.  

Namun bail out mengemuka hanya tiga hari setelah itu, yaitu pada tanggal 20 

November 2008, yang diputuskan oleh Dewan Gubernur BI seperti tertuang 

dalam surat Gubernur BI kepada KSSK). 
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Rapat khusus tertutup pada tanggal 21 November 2008 yang memutuskan hal 

yang sama, dan diteruskan dengan surat kepada KK (yang belum pernah 

dibentuk) 

Semua pertanyaan, keragu-raguan, keengganan dan keberatan Ketua KSSK 

Sri Mulyani tidak dihiraukan. Rapat KSSK yang dihadiri banyak orang itu ditutup, 

dan segera dilanjutkan dengan Rapat Tertutup yang hanya dihadiri oleh Menteri 

Keuangan selaku Ketua KSSK, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner LPS serta 

sekretaris KSSK dengan kesimpulan sebagai berikut: 

1. KSSK menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal yang    Berdampak 

Sistemik. 

2. KSSK menetapkan penanganan Bank Century kepada LPS. 

3. LPS memerlukan dukungan Bank Mandiri untuk pengisian manajemen baru 

Bank Century pagi ini sebagai bentuk dukungan profesional Bank Mandiri. 

4. Berkenaan dengan butir 3, Bank Mandiri telah memiliki calon, namun perlu 

ada satu pengurus lama guna kesinambungan kepengurusan.”  

KKG tentang karakter sistemik: 

Terlihat jelas sekali bahwa a priori Gubernur BI sudah sangat bertekad bulat 

menghendaki kegagalan BC sebagai SISTEMIK, karena: 

- tidak mempedulikan pendapat semua anggota KSSK lainnya kecuali unsur BI. 
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- tidak bisa menunggu walaupun hanya beberapa jam saja dengan alasan 

kekurangan dana untuk kliring sepanjang hari, yang secara teknis sangat 

mudah dijembatani oleh BI. 

- rapat diselenggarakan pada jam-jam yang tidak wajar, seolah-olah ada bahaya 

besar, sedangkan tidak demikian kondisinya, karena Wapres Jusuf Kalla saja 

tidak merasakan apa-apa sampai dilapori pada tanggal 25 November 2008 

setelah keseluruhan proses menyatakan BC Bank Gagal yang Sistemik 

rampung secara bulat. 

- Bapepam yang setiap harinya memperdagangkan saham-saham BC dan dunia 

bisnis yang nyata sama sekali tidak merasakan adanya kepanikan. 

- KK juga belum pernah dibentuk, tetapi diterabas saja tanpa memikirkan 

bagaimana caranya supaya formalitas dipenuhi. 

- Pendapat, pertanyaan dan keraguan Ketua KSSK yang dikemukakan dalam 

rapat KSSK pada hari Jum’at, tanggal 21 November 2008 yang berlangsung 

antara jam 00.11 s/d jam 05.00 tidak diperhitungkan sama sekali oleh 

Gubernur BI, Butir-butirnya yang penting sebagai berikut. 

- Kemungkinan diserapnya oleh Bank Mandiri terbicarakan, tetapi juga segera 

saja diabaikan. 

- Seperti dikemukakan oleh beberapa anggota dalam rapat  tersebut, mengapa 

bank-bank yang kurang lebihnya sama dengan BC (peer banks) tidak 

diselamatkan, tetapi tidak ada dampak sistemik sama sekali? 
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(KKG: Sulit dihindari adanya kesan kuat bahwa BI memaksakan 

kehendaknya dengan menciptakan satu aspek dalam menentukan ada atau tidak 

adanya dampak sistemik, yaitu faktor psikologis yang tidak bisa diukur. Lebih-lebih 

lagi membuat orang curiga tentang motif yang sebenarnya, karena BI tidak konsisten 

dalam menggunakan ukuran atau kriteria yang dipilihnya sendiri, yaitu Memorandum 

of Understanding on Cooperation between the Financial Supervisory Authorities, 

Central Banks and Finance Ministries of the Europoean Union: on Cross Border 

Financial Stability tgl. 1 Juni 2008. (selanjutnya disebut MoU), di mana tidak ada 

aspek psikologis.) 

KK yang belum pernah dibentuk 

KK belum pernah dibentuk, sedangkan proses yang ditempuh: BC diserahkan 

kepada LPS oleh KK, sehingga dapat mempengaruhi status hukum atas keberadaan 

lembaga KK dan penanganan BC oleh LPS (KKG: alasan-alasan yuridisnya banyak 

di halaman 15 dari Laporan BPK).BI TIDAK. 

Mengizinkan menunda rapat sampai tanggal 21 november 2008 sore hari. ada 

apa? 

Beberapa peserta rapat minta supaya rapat ditunda sampai sore hari, agar 

dapat memikirkan lebih mendalam. Saran ini langsung ditolak oleh Gubernur BI yang 

mengatakan: “Keputusan harus diambil segera dan tidak dapat ditunda sampai Jum’at 
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sore seperti saran LPS karena BC tidak mempunyai cukup dana untuk pre-fund 

kliring dan memenuhi kliring sepanjang hari itu.” 

(KKG: Tentang kekurangan dana pre-fund kliring dan memenuhi kliring 

sepanjang hari adalah masalah teknis kecil yang dapat dijembatani oleh BI kalau 

memang mau). 

Setelah Rapat Konsultasi tersebut, diadakan rapat tertutup KSSK pada tgl. 21 

November 2008 jam 4.25 s/d. jam 06.00 yang dihadiri oleh Menkeu selaku Ketua 

KSSK, Gubernur BI selaku anggota KSSK dan sekretaris KSSK. 

Tentang ini telah digambarkan di atas dari Notulen rapat. Ada baiknya dan 

lebih ilustratif mengemukakan gambaran yang diberikan oleh BPK sebagai berikut. 

Rapat tersebut memutuskan BC sebagai Bank Gagal yang Sistemik (sesuai 

dengan Surat Gubernur BI No.10/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008) dan 

menetapkan penanganan BC kepada LPS (sesuai dengan UU no. 24/2004 tentang 

LPS). 

Keputusan KSSK tersebut ditindak lanjuti dengan rapat KK tgl. 21 November 

2008 jam 05.30 s/d. selesai yang dihadiri oleh Menkeu, Gubernur BI, Ketua Dewan 

Komisioner LPS dan Sekretaris KSSK. 

Rapat ini memutuskan: 

(1) BC yang Bank gagal dengan dampak Sistemik diserahkan kepada  LPS 
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(2) Penanganan oleh LPS atas dasar UU no. 24/2004 tentang LPS 

(3) Dituangkan dalam Keputusan KK No. 01/KK.01/2008. 

Keraguan BAPEPAM dan peserta rapat KSSK lainnya 

Laporan BPK  mengatakan: 

“Bapepam berpendapat bahwa karena size BC tidak besar, secara finansial 

tidak menimbulkan resiko yang signifikan terhadap bank-bank lain, sehingga 

resiko sistemik lebih pada dampak psikologis. 

Dari sisi lain, dengan menyatakan BC sebagai bank gagal yang sistemik justru 

bisa timbul persepsi bahwa perbankan Indonesia sangat rentan. Dari sisi pasar modal 

tidak sistemik karena saham BC tidak aktif diperdagangkan.” 

Lagi-lagi BI hanya dapat mengemukakan faktor psikologis 

Dalam rapat ini BI hanya dapat mengemukakan faktor psikologis untuk 

menentukan karakter sistemik untuk BC. BI menyebut angka Rp. 5.5 trilyun yang 

harus dibayarkan oleh BC sebagai pengembalian dana simpanan sesuai dengan 

jumlah yang dijamin. 

Reaksi BI mengatakan bahwa “…..sulit untuk mengukur apakah dapat 

menimbulkan resiko sistemik atau tidak, karena merupakan dampak berantai yang 

sulit diukur dari awal secara pasti. Yang dapat diukur hanyalah perkiraan cost/biaya 

yang timbul apabila dilakukan penyelamatan. Mengingat situasi yang tidak menentu, 
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maka lebih baik mengambil sikap kehati-hatian dengan melakukan penyelamatan 

namun dengan meminimalisir cost. Keputusan harus diambil segera dan tidak dapat 

ditunda sampai Jum’at sore (pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 21 November 

2008), seperti saran LPS karena BC tidak mempunyai cukup dana untuk pre-fund 

kliring dan memenuhi kliring sepanjang hari itu.” 

(KKG: Kutipan dari Laporan BPK tersebut lebih-lebih lagi memperkuat 

bahwa Gubernur BI sebagai anggota KSSK sudah berketetapan secara mutlak untuk 

melakukan bail out. 

Ketua KSSK dalam tekanan oleh Bank Indonesia untuk melakukan bail out 

Bank Century. Faktor ini sangat penting buat Pansus DPR tentang Bank Century 

untuk diteliti secara mendalam. Perlu diperhatikan bahwa ternyata BI tidak dapat 

membuat perhitungan yang tepat seperti dikatakan oleh Gubernur BI. Hal ini ternyata 

dari Laporan BPK sebagai berikut.) 

BPK berpendapat bahwa bi tidak memberikan informasi yang sesungguhnya, 

lengkap dan mutakhir mengenai kondisi BC kepada KSSK. 

Surat Gubernur BI yang menyatakan BC sebagai Bank gagal dan Sistemik 

mengatakan bahwa untuk menaikkan CAR minus 3,53% (31 Oktober 2008) menjadi 

8% dibutuhkan tambahan modal Rp. 632 milyar. Namun kondisi akan memburuk 

terus seiring pemburukan kondisi selama bulan November, sehingga kebutuhan 

likuiditas sampai 3 tahun ke depan adalah sebesar Rp. 4,792 trilyun. 
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Pada hari Minggu tgl. 23 November 2008 DK LPS dalam rapat menentukan 

bahwa  LPS menerima informasi bahwa biaya yang diperlukan untuk menaikkan 

CAR menjadi 8% adalah Rp. 2,6 trilyun. Peningkatan dari Rp. 632 milyar menjadi 

Rp. 2,6 trilyun itu bukan karena ada transaksi pada hari Sabtu dan Minggu, tetapi 

karena SSB valas yang tadinya dinilai lancar, setelah BC ditangani oleh LPS, BI 

menilai SSB tersebut sebagai aset macet, sehingga harus disisihkan 100%. 

(KKG: BI baru membuka data dan angka tersebut setelah di tangan LPS. 

Sangat jelas terlihat supaya terus menerus ada dana yang cukup untuk membayar para 

deposan besar). 

Dalam rapat KSSK tgl. 23 November 2008 Menteri Keuangan 

mempertanyakan kemampuan BI melakukan assessement, karena kalau ini diragukan, 

resiko sistemik yang diputuskan oleh KSSK juga diragukan kredibilitasnya. 

(KKG: Menkeu sendiri bingung tentang mencla-mencle-nya BI. Dari reaksi 

masyarakat luas terbukti bahwa keputusan bail out BC yang didasarkan atas asumsi 

sistemik memang tidak kredibel). 

Ketua KSSK dan anggota DK LPS juga mempertanyakan judgement BI yang 

tidak mengakui kerugian atas AMA sebelum rapat KSSK tgl. 20 November 2008. 

Tanggapan Gubernur BI mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan 

pengambil alihan BC dan diharapkan tidak mengambil policy lain yang bisa menjadi 

blunder dan berdampak lebih buruk. 
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(KKG: Gubernur Bi sudah tidak rasional lagi. Dia hanya menggunakan 

argumen “pokoknya” keputusan sudah diambil). 

BI baru menetapkan secara tegas ketentuan PPAP atas SSB dan aktiva 

produktif lainnya setelah BC diambil alih LPS, sedangkan jauh sebelumnya BI sudah 

mengetahui buruknya SSB 

(KKG: sudah dijelaskan bahwa BI tidak mau menerapkan PPAP 100%. Ini 

yang menyebabkan biaya penanganan menjadi Rp. 6,7 trilyun yang tidak diduga 

sebelumnya. Setelah LPS mengambil alih penanganannya, barulah BI membuka 

kerugian-kerugian yang seharusnya sejak semula sudah diungkapkan. Caranya BI 

memberikan data seperti “menjebak”. Setelah diambil alih LPS lantas di fait a compli 

dengan banyak kerugian, sehingga biaya penanganan yang membengkak menjadi 

tanggungan LPS.) 

Menurut perhitungan BPK, jika dilakukan PPAP sebagaimana mestinya, CAR 

BC per tanggal 20 November 2008 negatif 257,9%, dengan kebutuhan tambahan 

modal Rp. 4,2334 trilyun. Kalau saja BI menginformasikan ini dalam rapat KSSK tgl. 

23 November 2008, KSSK dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang 

lengkap dan mutakhir. 

BPK: “BPK berkesimpulan bahwa BI tidak memberikan informasi yang 

sesungguhnya, lengkap dan mutakhir mengenai kondisi BC pada saat menyampaikan 

BC sebagai bank gagal yang ditengarai sistemik kepada KSSK melalui Surat 
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Gubernur BI No. 10/232/GBI/Rahasia tgl. 20 November 2008. Informasi yang tidak 

diberikan seutuhnya adalah terkait PPAP (pengakuan kerugian) atas SSB valas yang 

mengakibatkan penurunan ekuitas. BI baru menerapkan secara tegas ketentuan PPAP 

atas aktiva produktif tersebut setelah BC diserahkan penanganannya kepada LPS 

sehingga terjadi peningkatan biaya penanganan BC dari yang semula diperkirakan 

sebesar Rp. 632 milyar menjadi Rp. 6,7 trilyun. (KKG: ini kutipan seutuhnya). 

Penggerogotan dana Century oleh pemegang sahamnya atas toleransi BI. 

Perubahan PLPS merupakan rekayasa yang dilakukan agar BC dapat 

memperoleh tambahan PMS dengan jumlah besar, sehingga tidak hanya cukup untuk 

memenuhi CAR, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. 

Penyaluran PMS Rp. 6,7 trilyun melalui 4 tahap: 

- 2,776     trilyun 

- 2,201     trilyun 

- 1,155     trilyun 

-    630     milyar. 

Penyaluran tahap ke II tidak melalui pembahasan sebagaimana mestinya 

Tahap kedua tidak dibahas dengan KK, yang bertentangan dengan PLPS 

bahwa LPS harus minta KK untuk membahas permasalahan setiap kali dana harus 

diinjeksikan untuk memenuhi tingkat kesehatan bank. 
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PMS tahap kedua sebesar Rp. 2,201 trilyun untuk memenuhi kebutuhan 

likuiditas sesuai dengan permintaan dari manajemen BC, sedangkan  PMS tidak 

boleh dipakai untuk likuiditas.  Supaya penambahan likuiditas atas permintaan BC 

untuk kepentingan likuiditas ini dimungkinkan, dilakukan rekayasa dengan 

mengubah ketentuan pasal 6 PLPS No. 5/PLPS/2006 dengan PLPS No.3/PLPS/2008 

pada tanggal 5 Desember 2008. Pada tgl. 5 Desember itu juga Dewan Komisioner 

LPS menambah biaya penanganan BC untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sebesar 

Rp. 2,201 trilyun. 

PMS yang dilakukan setelah tgl. 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar 

hukum, karena Rapat Paripurna DPR tanggal 30 September 2008 menolak Perpu No. 

4 tahun 2008 tentang JPSK. Yang melanggar adalah pengucuran dana sebagai 

berikut. 

- tahap kedua          Rp. 1,101        trilyun 

- tahap ketiga          Rp. 1,166        trilyun 

- tahap keempat          Rp.    630,22   milyar 

Penggunaan dana FPJP dan PMS 

BC yang dalam pengawasan khusus mengeluarkan uang yang dilarang. 

BC dilarang mengeluarkan uang simpanan milik pihak terkait. Tetapi ada 

pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut: 
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Antara tgl. 6 November ’08 dan11 Agustus ’08 ada penarikan uang Rp. 

938,65 milyar, yang Rp. 594,63 di antaranya untuk pihak terkait. 

Dana PMS sebesar Rp. 6,763 trilyun seharusnya dipakai untuk meningkatkan 

CAR sampai memenuhi persyaratan BI. Namun uang ini digunakan untuk: 

- memenuhi GWM sebesar                           Rp. 281,02   milyar 

- pembayaran pinjaman antar bank               Rp. 302,09   milyar 

- dana pihak ketiga                                        Rp. 4,01879 trilyun 

- pokok dan bunga FPJP                              Rp. 692,9     milyar 

- Biaya Real Times Gross Settlement         Rp. 0,28       milyar 

- transaksi valuta asing                               Rp. 32,99     milyar 

- pembelian SBI                                         Rp. 528,25   milyar 

- penempatan pada Fasilitas 

  Bank Indonesia (FASBI)                          Rp. 545,49   milyar 

- penempatan pada Fine Tune Expansion   Rp. 154,21   milyar 

Jumlah seluruhnya                                      Rp.6,88065  trilyun 

 

Atas dasar transaksi-transaksi di atas BPK menyimpulkan: Penarikan dana 

oleh pihak terkait dalam periode BC dalam pengawasan khusus (6 November s/d. 11 

Agustus ‘08 sebesar ekivalen Rp. 938,65 milyar melanggar ketentuan PBI 

No.6/9/PBI/2004 yang diubah dengan PBI No.7/38/PBI/2005) 
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Penggerogotan oleh pemilik dan pihak terkait 

Pada tanggal 14 November 2008 Budi Sampoerna minta memindahkan 

depositonya sebesar USD 96 juta dari BC Surabaya ke BC Senayan, Jakarta. Pada 

tanggal 15 Novemeber 2008 Dewi Tantular (DT) dan Robert Tantular (RT) 

mencairkan USD 18 juta dari account BS tersebut untuk menutupi bank notes yang 

selama ini telah digunakan untuk pribadi oleh DT. 

(Sebagai Kepala Divisi Bank Notes dari BC, DT telah menjual bank notes ke 

luar negeri dengan jumlah yang melebihi jumlah yang tercatat, sehingga secara 

akumulatif terjadi selisih kurang antara fisik bank notes dengan catatan akuntansi). 

Deposito milik BS tersebut diganti oleh BC tgl. 29 Mei ’09 dengan dana yang 

berasal dari PMS LPS dan untuk itu BC mengakui kerugian sebesar USD 18 juta. 

Sebelumnya, karena ada pengaduan dari pengacara BS mengenai penggelapan 

deposito BC, pada tanggal 7 dan 17 April 2009  Kabareskrim mengirim surat kepada 

BC bahwa deposito milik BS tidak ada masalah lagi. 

(KKG : ini yang menjadi ramai, tetapi bagaimana hubungan yang persisnya 

antara Kabareskrim dengan keseluruhan BC dan pemegang sahamnya tidak jelas.) 

DT dan RT menyatakan tidak pernah menggelapkan karena dia resmi 

berutang pada BS, yang oleh BS dibantah. 
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Atas perintah RT, BC memecah deposito milik BS dengan nilai nominal 

masing-masing Rp. 2 milyar, dengan menggunakan nominee KTP para pelamar 

karyawan. NCD @ Rp. 2 milyar itu diserahkan kepada BS pada tgl. 16 November 

’08, yang oleh BS dikembalikan pada tgl. 17 Desember ’08 kepada BC dengan 

pernyataan bahwa BS tidak pernah menyimpan depositonya dalam 247 NCD; BC 

kemudian mengubah NCD tersebut menjadi 40 bilyet certificate masing-masing 

sebesar USD 1 juta pada tgl. 15 Juni ’09. Maksud BC yalah mengantisipasi kalau 

dilikuidasi deposito BS menjadi 247 NCD yang dijamin. 

(KKG: Mengapa RT melakukan pemecahan deposito BS menjadi Rp. 2 

milyar per deposito? Apakah akan membela kepentingan BS, supaya kalau BC 

bangkrut masih bisa memperoleh uangnya kembali secara utuh, ataukah ketika 

melakukan itu RT sudah mempunyai niat untuk mencurinya dari RT? 

Kalau RT ternyata pernah melakukan pemecahan deposito besar ke dalam 

desposito sebesar Rp. 2 milyar (yang dijamin berdasarkan peraturan yang berlaku), 

apakah dia tidak melakukan deposito besar lain-lainnya? 

Apakah dalam berbagai talk show, di mana Ketua LPS Firdaus Djaelani 

mengatakan bahwa total jumlah deposito yang Rp. 2 milyar sebesar Rp. 55 trilyun itu 

bukan hasil rekayasa pemecahan deposito besar ke dalam yang Rp. 2 milyaran ini?) 
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Dana talangan yang Rp. 6,7 trilyun yang de facto dipakai untuk pembayaran 

kewajiban ketimbang untuk menaikkan CAR sampai sesuai syarat. 

Praktek-praktek tidak sehat, pelanggaran oleh manajemen, pemegang saham 

dan pihak terkait yang merugikan BC. 

Biaya penanganan Rp. 6,7 trilyun yang mestinya dipakai untuk memperbaiki 

CAR dan likuiditas dipakai untuk menutupi kerugian-kerugian BC akibat adanya 

praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang dilakukan 

oleh pengurus bank, pemegang saham maupun pihak-pihak terkait dengan BC. 

Dari Rp. 6,76236 trilyun, di antaranya +/- Rp. 6,32257 trilyun (93,50%) 

digunakan untuk menutupi penurunan CAR yang diakibatkan adanya kerugian karena 

praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran ketentuan perbankan oleh pengurus, 

pemegang saham dan pihak-pihak terkait dengan BC. 

Dari kerugian sebesar Rp. 6,32257 trilyun, Rp. 3,15589 trilyun (47,70%) 

merupakan kerugian yang melibatkan RAR dan HAW Rp. 3,06880 (48,54%) trilyun 

merupakan kerugian yang melibatkan RT dan pihak-pihak terkait. 

Rinciannya (permasalahannya) sebagai berikut: 

BC mempunyai SSB USD 112,49 juta, yang terdiri dari (ROI) Loans sebesar USD 

42,49 juta dan US Treasury Strips sebesar USD 70 juta) yang oleh BC digunakan 

sebagai jaminan untuk memperoleh L/C dari Saudi National Commercial Bank 
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(SNCB) dengan plafon USD 100 juta. Yang dipakai sebagai jaminan L/C hanya ROI 

sebesar USD 34,99 juta, dan sisanya USD 7,48 juta dikonversi menjadi UTS yang 

masih dikuasai oleh FGAH sampai dengan saat ini. 

Dana UTS sebesar USD 70 juta, USD 12 juta telah dijual dan diterima tunai 

oleh BC pada tgl. 3 April 2007. USD 13 juta dikuasai oleh FGAH sampai saat ini. 

Hasil penjualan UTS sebesar USD 45 juta juga tidak diterima oleh BC. 

SSB USD 41 juta dicatat sebagai “Aset Lain-Lain”. SSB sebesar USD 13  juta 

dicatat sebagai “Efek-Efek”. Akhirnya keseluruhan SSB sebesar USD 54 juta 

ekivalen Rp. 581,32 milyar diakui sebagai kerugian. 

UTS sebesar USD 115 juta beserta call money BC di Saudi National 

Commercial Bank (SNCB) sebesar USD 2,91 (= USD 117,91 juta) dijadikan jaminan 

atas LC impor sebesar USD 48,99 juta untuk LC kepada dua nasabah terkait BC. 

Pada tgl. 17 November 2008 UTS USD 115 juta dijual oleh SNCB dengan 

harga hanya USD 56,63 juta (49,24%), sehingga BC mengalami kerugian sebesar 

USD 58,37 juta atau ekivalen Rp. 703,36 milyar. 

MTN Rabobank senilai USD 20 juta 

Jaminan lainnya sebesar USD 4 juta 

Deposito Murabaha sebesar USD 3,73 
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Dijaminkan kepada SNBC untuk LC sebesar USD 19,99 juta (diduga terkait 

BC). Untuk melunasi ini jaminan RTN Rabobank yang senilai USD 20 juta dijual 

dengan harga USD 13,20 juta (66%), dan UTS senilai USD 4 juta dijual dengan harga 

USD 3,73 juta (93,25%). 

Jumlah kerugian atas transaksi sebesr USD 58,37 juta ekivalen Rp. 636,24 

milyar, UTS sebesar USD 4 juta ekivalen Rp. 43,6 milyar dan penurunan nilai MTN 

Rabobank sebesar USD 6,8 juta ekivalen Rp. 74,12 milyar per 31 Desember 2008 

atau keseluruhannya mencapai Rp. 753,96 milyar telah diakui sebagai kerugian BC. 

Untuk SSB BC yang berkualitas rendah, pada tgl. 17 Januari 2006 dilakukan 

perjanjian AMA dengan Teltop Holding Ltd. (TTH), di mana TTH akan mengelola 

dan menjual SSB sebesar USD 203,48 juta paling lambat 17 Januari 2009. Dari 

jumlah ini sebesar USD 25 juta tidak milik FGAH digunakan sebagai jaminan kredit 

debitur BC dan tidak dicatat dalam Laporan Keuangan BC. 

Pelaksanaan AMA tidak berjalan efektif karena dari USD 203,48 juta, hanya 

sebesar USD 32 juta yang dapat diterima oleh BC, sedangkan sisanya sebesar USD 

171,48 juta tidak dapat dieksekusi pada awalnya oleh BC. Dari SSB, di antaranya 

USD 23 juta yang jatuh tempo dibayar tunai. Pada tahun 2007 BC menerima 

pembayaran bunga dari FGAH dalam bentuk SSB sebesar USD 40 juta, dan SSB per 

31 Desember 2008 sebesar USD 163,48 juta yang ekivalen dengan Rp. 1,8316 trilyun 

diakui sebagai kerugian. 
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Transaksi-transaksi BC yang melibatkan RT dan/atau pihak terkait yang 

mengakibatkan kerugian BC 

Bank Century dan Antaboga 

Salah satu pemegang saham BC, yaitu PT Antaboga Delta Sekuritas (PT 

ADS) merupakan agen penjual reksadana dari 4 manajer investasi. Dalam 

pemeriksaannya antara 2002 s/d. 2005 BI menemukan penyimpangan dalam operasi 

PT ADS, yaitu penjualan produk reksadana yang berkarakteristik deposito, PT ADS 

bertindak selaku manajer investasi. PT ADS dan BC belum memperoleh izin dari 

Bapepam. BI telah meminta bantuan Bapepam untuk memeriksa, tapi sampai saat ini 

belum menerima laporannya. 

Bank Century dan Discretionary Fund 

Sejak tahun 2007 s/d 2008 ADS memasarkan produk Discretionary Funds 

(DF). Walaupun tidak ada perjanjian antara PT ADS dengan BC, produk PT ADS 

dijual oleh kantor-kantor cabang BC. BPK tidak bisa memperoleh data yang lengkap 

mengenai transaksi PT ADS, karena seluruh data berkaitan dengan kegiatan PT ADS 

disita oleh Bareskrim POLRI. Berdasarkan data yang ada di BC terdapat hasil 

penarikan kredit oleh pihak-pihak terkait yang digunakan untuk membayar nasabah 

PT ADS sebesar Rp. 169,8 milyar. Per 31 Maret 2009. PT ADS masih memiliki 

kewajiban kepada nasabahnya sebesar Rp. 1,45526 trilyun. 
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Kredit kepada Pihak Terkait 

Terdapat kredit kepada sebelas debitur BC dengan nilai per 31 Desember 

2008 sebesar Rp. 592,24 milyar yang diduga diberikan kepada pihak-pihak yang 

terkait dengan BC dan RT, yang diduga pemberiannya melanggar prosedur. Kredit ini 

macet, BC telah mengakui kerugian sebesar Rp. 453,51 milyar setelah BC diambil 

alih oleh LPS. 

L/C kepada Pihak-Pihak Terkait 

BC memberi fasilitas LC kepada sepuluh debitur senilai USD 172,13 juta 

yang diduga diberikan kepada pihak terkait dengan BC dan RT. Para debitur BC tidak 

dapat melunasi tagihan LC tersebut pada saat jatuh tempo, sehingga BC mengakui 

kerugian sebesar 100 % atau USD 172,14 juta ekivalen Rp. 1,87632 trilyun setelah 

BC diambil alih oleh LPS. 

Dewi Tantular (DT) dan Budi Sampoerna (BS) 

DT menggelapkan bank notes senilai USD 18 juta ekivalen Rp. 196,2 milyar 

seperti yang dijelaskan dalam rangka “menipu” Budi Sampoerna. 

Biaya-Biaya Operasional Fiktif 

BC membukukan “biaya-biaya operasional” yang diduga fiktif senilai Rp. 

211,01 milyar dan USD 3,75 juta ekivalen Rp. 16,15 milyar. Dana ini digunakan 
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untuk kepentingan RT dan pihak-pihak terkait, antara lain untuk melunasi nasabah PT 

ADS, salah satu pemegang saham BC. 

Biaya-biaya pra merger dan biaya-biaya lainnya sebesar Rp. 325,3 milyar 

yang dibebankan sebagai biaya pada tahun 2008. 

Pelanggaran Pidana 

BPK halaman 24: Praktik-praktik perbankan tidak sehat yang dilakukan oleh 

pemegang saham, pengurus dan pihak terkait lainnya diduga melanggar UU no. 10 

tahun 1998 tentang Perubahan atas UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang 

telah merugikan BC sekurang-kurangnya sebesar Rp. 6,32257 trilyun yang pada 

akhirnya ditutup dengan dana PMS dan LPS setelah diambil alih LPS. 

Implikasi kasus bank century pada kehidupan politik 

Kegiatan Pansus telah membawa berbagai keruwetan dan kebingungan dalam 

bidang politik. 

Sebelum kasus BC meledak, KIB II terbentuk sebagai koalisi dengan semua 

fraksi kecuali PDI-P, Gerindra dan Hanura. 

Pansus diprakarsai oleh 9 anggota DPR yang terdiri dari semua fraksi kecuali 

Partai Demokrat. Sebelum Pansus terbentuk Tim 9 sudah aktif menggalang opini 

publik bahwa bail out BC berbau busuk, sambil bergiat mengumpulkan tanda tangan 

agar DPR membentuk Panitia Khusus tentang penggunaan Hak Angket oleh DPR 
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untuk memeriksa. Mereka berhasil dengan gemilang, sehingga Partai Demokrat 

terpaksa harus ikut menandatanganinya. Maka Panitia Hak Angket tentang Bank 

Century (Pansus) terbentuk. 

Keseluruhan sidang Pansus berlangsung terbuka. Publik dapat mengikutinya 

secara mendetil. Sangat mungkin karena itulah para anggota Pansus tidak berani 

main-main dalam menjalankan tugasnya. Bersenjatakan Laporan audit investigatif 

oleh BPK tentang BC terlihat jelas semakin terpojoknya pemerintah, dan jeleknya 

citra Partai Demokrat yang diakibatkan oleh jalannya pemeriksaan oleh Pansus. 

Partai Demokrat mengajukan usulan kepada SBY agar kabinet dirombak yang 

tentunya dengan mengeluarkan para menteri dari partai yang tidak patuh. Dari sekian 

banyaknya partai koalisi, Golkar dan PKS tetap bersikap mengusut skandal BC 

sampai tuntas. Mereka tidak peduli akan dikeluarkan dari kabinet atau tidak. 

Dengan demikian lantas timbul pertanyaan apa hakikat koalisi? Apakah kerja 

samanya didasarkan atas kedudukan menteri dalam kabinet? Artinya, asalkan diberi 

kedudukan menteri dalam kabinet, kebijakan apapun yang diambil oleh SBY dan 

apapun yang dilakukannya harus didukung? Persepsi SBY ternyata memang 

demikian yang terlihat dari digelarnya rapat dengan para menteri yang berasal dari 

partai politik. Partai Demokrat juga mempunyai anggapan yang sama. Maka mereka 

mendesak SBY melakukan reshuffle kabinet. 
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Apakah benar bahwa kalau tidak ada kesamaan pendapat dalam hal tertentu 

yang dianggap prinsipiil kabinet lantas bubar? Betul. Maka kita saksikan jatuh 

bangunnya kabinet dalam negera-negara maju yang menganut sistem parlementer. 

Dalam sistem ini yang dipilih secara langsung oleh rakyat hanya para anggota 

parlemen. Mereka membentuk kabinet dengan cara pembentukan koalisi yang 

mendapat dukungan mencukupi dari DPR. Faktor pengikatnya adalah platform, 

landasan kebijakan yang cocok dengan ideologi partainya dan bagaimana garis-garis 

besar program kerjanya. Dari kalangan mereka ditunjuk Perdana Menteri. Walaupun 

kabinet telah berunding lama dan sepakat dengan platform dan sebagainya tadi, 

bilamana di tengah jalan menghadapi hal baru yang membuat mereka tidak sepakat 

tentang hal ini, kabinet bubar, dibentuk kabinet baru melalui pembentukan koalisi 

baru yang dalam konteks yang baru itu memperoleh mayoritas yang comfortable. 

Parlemen yang bisa menjatuhkan dan membentuk kabinet. Jadi kabinet memang bisa 

jatuh, tetapi jarang-jarang terjadi karena sebelumnya telah disepakati platform yang 

sama tentang kebijakan dalam hal apa saja yang ketika pembentukannya dapat 

diperkirakan. Namun selalu bisa saja terjadi bahwa di tengah jalan muncul sebuah 

masalah yang belum ada kesepakatannya. Apabila untuk satu masalah yang baru 

muncul ini akhirnya tidak dicapai kata sepakat, kabinet bubar dan pembentukan 

dimulai dengan prosedur yang sama. 

Kita menganut sistem presidensial. Baik parlemen maupun Presiden dipilih 

langsung oleh rakyat. Presiden mempunyai legitimasi dan kedudukan yang sama 
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dengan DPR. Namun perilaku SBY agak mengherankan. Dalam pembentukan 

kabinetnya, dia berorientasi pada pembentukan koalisi yang didasarkan atas kuantitas 

tanpa platform. Sedapat mungkin semua fraksi dimasukkan ke dalam kabinet, dan 

tanpa platform. Mengapa bisa terjadi? Karena partai-partai politik juga tidak 

mempunyai platform. Maka kekompakan semata-mata didasarkan atas kekuasaan 

yang diberikan dalam bentuk kursi menteri. 

Karena sama sekali tidak dipikirkan apa garis-garis besar kebijakannya dan 

juga sama sekali tidak mempunyai program kerja, maka kalau terjadi masalah, secara 

ad hoc dan pragmatis yang bekerja adalah oportunisme. 

Namun ada yang istimewa dalam kasus Century. Oportunisme tidak muncul 

dalam Pansus, karena seluruh persidangan berlangsung secara terbuka yang diliput 

oleh media massa. Para anggota Pansus terpaksa harus menunjukkan komitmennya 

kepada konstituennya. Itulah sebabnya kecuali Partai Demokrat hampir seluruh 

anggota Pansus sangat kritis. 

Ini yang menjadikan Partai Demokrat dan SBY gerah dan muncullah gagasan 

perombakan kabinet. Akan dirombak ke arah mana? Pekembangan selanjutnya bisa 

menjadi sangat aneh dan semakin tanpa arah. 

Siapa yang sebenarnya hendak dibela oleh Partai Demokrat? Buat siapa Partai 

Demokrat mempertaruhkan kredibilitasnya dan komitmennya kepada konstituennya? 
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Ternyata yang dibela dua orang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan 

Partai Demokrat, yaitu Boediono dan Sri Mulyani. Karena mereka sama sekali bukan 

kader PD, PD de facto membela orang yang bukan kadernya. Lantas apa yang 

dijadikan landasan pembelaannya? Hanya loyalitasnya kedua orang itu kepada SBY? 

SBY bisa terlepas dari kader dan konstituen partainya. 

Dalam bidang politik, yang mengendalikan juga bukan kader-kader PD. yang 

de facto mengendalikan adalah para lulusan Ohio State University yang hanya 

mempunyai landasan sama-sama belajar di sana, dan sama-sama muridnya Prof. Bill 

Liddle. Aneh sekali. Siapa dia? Adakah ikatan ideologi dengan kelompok raksasa 

yang besar pengaruh dan kekuasaannya di seluruh dunia? 

Buat saya adalah pertanda yang baik kalau PD sekarang ini menggugat 

pendiri partainya yang sekarang ini menjadi Presiden RI, supaya Pak SBY pertama-

tama memperhatikan kader partainya sendiri. Setelah itu supaya lebih berempati 

kepada para kader partai lainnya yang telah memilih jalan hidupnya sebagai salah 

satu elemen penyelenggara negara, yaitu para anggota partai poitik yang resmi dan 

sah. Bukannya memberikan kekuasaan de facto kepada para anggota Organisasi 

Tanpa Bentuk (OTB). 

Ada implikasi politik sangat aneh lainnya yang sulit dipahami dan hampir 

tidak pernah terjadi dalam negara-negara yang demokrasinya sudah mentap. 
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Karena koalisi didasarkan atas kursi menteri di dalam kabinet, maka Ketua 

Umum dan kader penting lainnya dari partai-partai politik tertentu yang kebetulan 

juga duduk sebagai menteri di dalam kabinet lebih mementingkan kedudukannya 

sebagai menteri ketimbang menyuarakan aspirasi konstituennya. 

Maka PAN yang konstituen utamanya adalah para anggota Muhammadyah 

terpenggal dari konstituennya sendiri, sehingga hanya menggelantung di atas karena 

kekuasaan Presiden. Demikian juga dengan PKB. Apa artinya ini dalam perjalanan 

politik selanjutnya tidak jelas, tetapi menarik diamati sampai di mana pengingkaran 

terhadap prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi akan 

merusak demokrasi yang baru saja mulai dipraktekkan dengan keterbukaan dan 

kebebasan yang ternyata kebablasan. 

Sumber: KORANINTERNET.COM 
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Century Gate 

Gambaran Fraud dan kekalutan dalam menghadapi Bank Century 

Oleh Kwik Kian Gie 

Yang digambarkan dalam tulisan ini atas dasar pemberitaan, pernyataan dan 

analisis dari sekian banyaknya orang yang sudah dimuat di berbagai media massa. 

Kesemuanya itu dirangkai dalam beberapa gambaran dan pertanyaan.  

Dengan tidak adanya blanket guarantee di Indonesia, tetapi jaminan 

maksimum Rp. 2 milyar saja per account, menaruh uang dalam jumlah besar, 

terutama di bank kecil sangat berbahaya. Tetapi Bank Century (Century) yang begitu 

kecil dimasuki dana simpanan dalam jumlah sangat besar oleh beberapa deposan 

besar. Mengapa berani menempatkan uangnya pada bank yang demikian kecilnya? 

Karena ada maksud tertentu yang tidak sesuai dengan praktek bisnis yang wajar atau 

karena ada motif politik tertentu, dan karena itu merasa pasti aman, karena deposan 

mempunyai hubungan khusus dengan penguasa di negeri ini. (simak semua 

pemberitaan di media massa). 

Dugaan mereka ternyata benar. Century rusak karena uang simpanan para 

deposan besar dicuri/digelapkan oleh para pemegang sahamnya sendiri. Century 

disuntik oleh LPS empat kali sampai jumlah seluruhnya mencapai Rp. 6,76 trilyun. 

Dari jumlah ini Rp. 3,8 trilyun dipakai untuk menutupi penarikan oleh deposan besar 

(Suara Pembaruan, 31 Agustus 2009). Jakarta Post tanggal 2 September 2009 
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mengutip Budi Armanto, Direktur BI untuk Pengawasan bank yang menyatakan 

bahwa: “Rp. 5,7 trilyun dari Rp. 9,63 trilyun ditarik dari Century antara November 

dan Desember 2008.” 

Bukankah ini sudah bukti bahwa penyuntikan dana kepada Century tidak 

untuk menghindari kerusakan perbankan dan perekonomian yang sudah “sistemik”, 

tetapi untuk menelikung peraturan jaminan maksimum sebesar Rp. 2 milyar saja per 

account, supaya deposan besar bias menarik depositonya dalam jumlah besar setelah 

Century rusak dan setalh disuntik dengan dana besar? 

Bagaimana yang seharusnya? 

Kalau motifnya murni untuk menyelamatkan perbankan dan perekonomian 

nasional dengan cara menghindari efek domino, tindakan pemerintah bisa sebagai 

berikut: (1) Semua tagihan dari bank dibayar sepenuhnya. (2) Semua tagihan lainnya 

dibayar sampai jumlah maksimum Rp. 2 milyar sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. (3) Bank Century dilikuidasi. Tolong dibantah mengapa kebijakan seperti ini 

tidak bisa dilakukan dan tidak dilakukan? 

Kejanggalan Dalam Kewenangan Pimpinan Sangat Tinggi Pada suatu saat 

yang krusial, Wapres Jusuf Kalla (JK) yang dalam kasus Century ini berfungsi 

sebagai Presiden ad interim (a.i.), pada tanggal 25 November 2008 dilapori oleh 

Gubernur BI Boediono dan Menteri Keuangan merangkap Menko Perekonomian Sri 

Mulyani tentang penyuntikan dana empat kali dengan jumlah keseluruhan sebesar 
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Rp. 6,7 trilyun. Penyuntikan terakhir sudah dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 

November 2008. Dari pembicaran itu Presiden a.i. Jusuf Kalla (JK) langsung 

menyimpulkan rusaknya century karena perampokan uang yang ada di Century oleh 

para pemegang sahamnya sendiri. 

Maka JK langsung mengatakan penyuntikan dana yang sudah dilakukan itu 

salah kaprah. JK minta Boediono melaporkan kepada Polri dan menangkap pimpinan 

Century. Boediono menolak dengan alas an tidak mempunyai landasan hokum untuk 

itu. Sebagai Presiden a.i. dia memerintahkan Polri untuk menangkap pimpinan 

Century dan memprosesnya lebih lanjut. Ternyata baik Polri maupun Kejaksaan 

menemukan dasar hukum yang kuat untuk menuntutnya di Pengadilan. Perkaranya 

sedang berlangsung dengan Jaksa yang menuntut hukuman penjara 8 tahun dan denda 

Rp. 50 milyar pada Robert Tantular. 

Apa artinya? Boediono yang Gubernur BI dan wapres terpilih menganggap 

tidak ada pelanggaran hokum dalam kasus Century, tetapi Preisden a.i., Polri dan 

Kejaksaan menganggapnya ada. Bagaimana Boediono mempertanggung jawabkan 

ini? Boleh Boediono menolak perintah Presiden walaupun BI independen? Bukankah 

Gubernur BI yang dipilih oleh DPR hanya mungkin dari calon-calon yang diajukan 

oleh Presiden? Bukankan kewenangan JK pada tanggal 25 November 2008 sebagai 

Presiden sepenuhnya SBY ada di luar negeri? Yang saya tanyakan tadi aspek yuridis 

dan tata kelola pemerintahan. Tetapi secara moral, patutkah Wapres terpilihnya SBY 
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menolak perintah Presiden a.i. yang memang Presiden ketika itu dan sampai tanggal 

20 Oktober 2009 masih Wapresnya SBY? 

Bank Bekerja pada hari Minggu? 

Penyuntikan terakhir dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 November 2008. 

Bagaimana prosesnya secara terkait perbankan? Apakah demikian mendesaknya 

kalau motifnya penyelamatan perbankan dan perekonomian nasional? Bukankah 

urgensinya karena deposan besar harus secepatnya menarik uangnya yang tidak 

dibatasi 2 milyar per account saja? 

Mengapa Burhanuddin Abdullah Dipenjara? 

Burhanuddin Abdullah ditangkap, diadili dan divonis 6 tahun penjara yang 

sedang dijalaninya. Apa sebabnya? Karena dia selaku Gubernur Bank Indonesia 

membubuhkan tanda tangannya untuk pengeluaran dana sebesar Rp. 100 milyar yang 

dianggap koruptif. Satu rupiah pun tidak ada yang dinikmatinya. Maka paling-paling 

dia dianggap gegabah, bodoh atau solider yang kebablasan. 

Kalaupun tidak ada motif kecurangan material atau financial, begitu banyak 

tanda tangan yang ada kaitannya dengan suntikan dana Bank Century sebesar Rp. 

7,627 trilyun itu tidak apa-apa kalau diacu dengan apa yang dialami oleh 

Burhannudin Abdullah dan kawan-kawannya? 
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Negara Tidak Dirugikan? 

Dikatakan bahwa keuangan negara tidak dirugikan karena tidak berasal dari 

alokasi APBN. Bukankah uang sebesar Rp. 100 milyar yang dijadikan landasan 

penghukuman Burhannudin Abdullah dan kawan-kawannya juga tidak dari APBN? 

Bahkan sudah dipisahkan dari BI untuk dimasukkan ke dalam sebuah yayasan? Kok 

dihukum? Siapa yang dianggap dirugikan? Apakah tidak bias dianalogkan dengan 

lenyapnya uang LPS melalui Bank century, sehingga yang bersangkutan juga harus 

dihukum? 

Huruf-huruf harafiah versus Substansi 

Sri Mulyani berpendapat tidak peduli apa sebabnya kerusakan sebuah bank, 

kalau sudah “sistemik” harus disuntik dana secukupnya. (yang notabene dipakai 

untuk membayar deposan besar supaya bisa mendapatkan kembali uangnya 

seutuhnya yang sudah dicuri oleh pemegang saham Century). 

Dradjat Wibowo berpendapat bahwa bank yang kolaps karena dikelola secara 

sembrono, yang dimanfaatkan pemegang saham secara tidak wajar dan terindikasi 

penipuan, tidak perlu diselamatkan dengan alas an apapun. 

Ginanjar Kartasasmita, mantan Menko EKUIN menyesalkan: “lembaga 

negara yang harusnya mengawasi dan mensupervisi perbankan malah saling lempar 

tanggung jawab. Persoalan ini bukan hanya menyangkut penyelamatan sebuah bank 

atas pertimbangan-pertimbangan yang bersifat teknis, tapi sudah menjadi kebijakan 
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pengelolaan asset negara.” (Rakyat Merdeka, 2 September 2009). Mana yang relevan 

buat pengaturan negara? Main pokrol dengan tafsiran harafiah semata ataukah 

menafsirkan segala sesuatunya atas dasar substansi dan fakta? 

Gagasan Blanket Guarantee yang ditolak 

Sebelum kerusakan Century ada gagasan supaya pemerintah memberikan 

blanket guarantee kepada semua deposan di Indonesia. Kalau tidak, masyarakat tidak 

percaya lagi kepada bank-bank di Indonesia karena perbankan di seluruh dunia 

sedang terguncang oleh krisis keuangan maha dahsyat di Amerika Serikat. Yang 

mengusulkan Boediono dan Sri Mulyani. JK menentang keras. Akhirnya terjadi 

kompromi penjaminan hanya sebatas Rp. 2 milyar per account. 

Penelikungannya 

Buat para deposan besar di century, batasan penjaminan yang sebesar Rp. 2 

milyar per account ditelikung dengan cara-cara yang telah diuraikan di atas. 

Landasanya hukumnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) 

nomor 4 tahun 2008 yang dua hari setelah diajukan ke DPR sudah langsung saja 

ditolak oleh DPR. Toh sampai saat ini terus menerus dijadikan acuan pengucuran 

dana besar kepada Century. Bukan Domain Presiden? Dalam kasus Century 

Mensesneg Hatta Rajasa mengatakan bahwa Presiden tak mau mencampuri urusan 

century, karena urusan ini tidak termasuk di dalam domain-nya. 
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Apa ada urusan dalam sebuah negara yang bukan monarki konstitusional, 

yang republic dan lebih-lebih lagi sistemnya presidensiil, seorang presiden tidak 

boleh ikut campur dalam urusan dan persoalan yang ada adalam domain pejabat lain? 

Apakah ada penyelenggaraan negara yang tidak chaotic kalau pemisahan ke 

dalam Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif ditafsirkan secara mutlak total tanpa 

adanya bidang-bidang singgungannya? 

*) Suara Pembaruan, Selasa, 8 September 2009 
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